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ABSTRAK

 Zainal Ilmi, Pesan Komunikasi politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Gerakan Demokrasi di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap kalangan Nahdliyin di Samarinda, dibimbing Oleh Prof. DR. H.M. Tahir Kasnawi, SU dan Drs. H. Aswar Hasan, M.Si.

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : pesan komunikasi politik Gus Dur dalam gerakan demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kalangan nahdliyin Samarinda 

Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan kuantitatif. Populasi dan sampel dengan penggunaan quesioner sebagai instrumen utama adalah 317 responden dari kalangan Nahdliyin Samarinda, terdiri dari 218 responden dari  warga pesantren dan  99 responden lainnya dari anggota Nahdliyin di Samarinda.

Hasil analisa ditemukan bahwa: (1) Pesan komunikasi politik Gus Dur dikelompokkan dalam empat kategori yaitu pesan kemanusiaan, pesan keadilan dalam pluralitas masyarakat, pesan kebudayaan dalam pluralitas masyarakat, dan pesan progrevitas pemikiran ke-Islam-an. (2)Sikap Nahdliyin Samarinda dalam menerima pesan komunikasi Gus Dur sangat baik  karena disampaikan dengan nuansa keagamaan. (3) Hasil analisis pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda menghasilkan variabel pesan komunikasi yang bersifat kemanusiaan (X1) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar ( 0,5158), variabel pesan komunikasi yang bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat (X2) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar ( 0,4993), variabel pesan komunikasi yang bersifat kebudayaan dalam pluralitas masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar ( 0,4157), dan variabel pesan komunikasi yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an (X4) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar ( 0,4157)  . Dengan demikian variabel pesan politik Gus Dur yang bersifat kemanusiaan paling berpengaruh terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda.
ABSTRACT

Zainal Ilmi, The Political Communication Message of Abdurrahman Wahid (Gusdur) in Democratic Movement in Indonesia and The Impact on The Circle Nahdliyin in Samarinda. Under Supervision of Prof. DR. H.M. Tahir Kasnawi, SU and Drs. Aswar Hasan, M.Si.

This research aims at analyzing  The political communication message of Abdurrahman Wahid (Gusdur) in democratic movement in Indonesia and the impact on the circle Nahdliyin in Samarinda.
The method used is descriptive qualitative and quantitative. Its population and sample applies questioner as first instrument. The number of sample are 317 respondents from Nahdliyin Samarinda, that consists of 218 respondents from Islamic boarding high school students (santri) and 99 respondents from the other member of Nahdliyin region of Samarinda.

The results of analysis are : (1) The political message of Gusdur are classified into four categories i.e. : humanism message, the justice in plural society,  the cultural message  in plural society, and  the progressiveness of Islamic thought. (2) The attitude of Nahdliyin in Samarinda who receive political communication from Gusdur is highly intensity because it was submitted with the religious nuance. (3) The information about humanity (X1) is significant and positive (0.5158) toward attitude of Nahdliyin in Samarinda (Y). The information about justice (X2) is significant and positive (0.4993) toward attitude of Nahdliyin in Samarinda (Y). The information about culture (X3) is significant and positive (0.4157) toward attitude of Nahdliyin in Samarinda (Y), and the information about progression of Islamic thought (X4) is significant and positive (0.2993) toward attitude of Nahdliyin in Samarinda (Y). So, The dominant information (message) resource from Gusdur to impact on the attitude of Nahdliyin in Samarinda is the information about humanity. 
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Memasuki tiga dasawarsa terakhir dipenghujung abad ke-20, ada satu fenomena menarik di tengah-tengah masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia, yaitu menguatnya tuntutan akan demokratisasi. Menguatnya tuntutan ini lantaran demokrasi dipandang sebagai sistem yang mampu mengantar masyarakat ke arah transformasi sosial politik yang lebih ideal. Demokrasi dinilai lebih mampu mengangkat harkat manusia, lebih rasional, dan realitis, untuk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan, represif, dan otoriter.

Demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu sistem politik di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elit yang memerintah.   Menurut Sundaussen dalam Murod (1999:59), demokrasi juga bisa dipahami sebagai suatu “policy” di mana semua warga menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya. Meskipun begitu, Sundaussen meyakini bahwa tidak semua manifestasi-manifestasi tentang demokrasi di atas pernah dijalankan sepenuhnya, bahkan dalam suatu sistem yang demokratis sekalipun.

Setelah orde baru tumbang dan Indonesia secara dramatis sudah melangkah ke tahap institusionalisasi demokrasi, sebetulnya perubahan-perubahan penting telah banyak terjadi. Minimal dari segi pranata, legal dan institusional. Kita sudah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung, kemudian banyak ritual-ritual demokrasi dimana partisipasi rakyat itu bisa diinstitusionalisasi berlangsung secara berkala dan reguler. Partai dibebaskan untuk berdiri, Indonesia mengalami periode dimana liberalisasi politik berpuncak pada multi partai yang luar biasa besar. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai point of no return. Sejauh kita bertekad untuk meneruskan mekanisme politik seperti ini secara legal dan konstitusional. 

Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin proses itu berlangsung terus. Beberapa perubahan penting yang cukup mendasar, salah satunya adalah desentralisasi. Sekarang dalam tahap menuju desentralisasi demokrasi. Memang kita akui mengandung banyak sekali kelemahan, banyak pertikaian yang tidak perlu, dan banyak sekali benturan kepentingan yang sengit agar desentralisasi betul-betul bermakna desentralisasi demokrasi maupun desentraliasi kekuasaan. Suasana ini sudah berlangsung sebagai basis bagi kehidupan berkala kita selama lima tahun proses sirkulasi kekuasaan. Hanya saja, siapa yang memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan institusi ini, memanfaatkan mekanisme dan prosedur yang sudah demokratis seperti ini. Kita tahu bahwa yang berhasil memanfaatkan secara maksimal ternyata adalah aktor-aktor politik. Hal ini bisa dilihat pada semangat elit politik mendirikan partai politik guna meraih kekuasaan. 

Jadi yang kita pahami menyangkut gerakan demokrasi di Indonesia adalah berbasis aktor. Penulis mengasumsikan itu sebagai upaya berbagai kelompok aktor di kalangan masyarakat Indonesia, dan itu bisa berbagai variasi, yang berusaha memperkuat institusi-insitusi demokrasi pada tingkat yang lebih jauh, yaitu politik demokratisasi. Termasuk juga bagaimana demokrasi harus diberi konteks sosial kultural. 

Diantara aktor politik yang turut berperan dalam gerakan demokrasi di Indonesia adalah KH. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Sebagai mantan presiden RI keempat hasil koalisi poros tengah dan mantan ketua Umum NU selama tiga periode, Gus Dur sangat dikenal sebagai tokoh yang “nyeleneh”, vokal, dan kontroversi. Sebagai contoh kasus pencabutan SIUPP Monitor tahun 1990, di saat mayoritas umat Islam mengecam angket yang dibuat Tabloit Monitor, Gus Dur justru sebaliknya mengecam tindakan tersebut. Kecaman Gus Dur ini bukan semata-mata membela Monitor, namun sikap umat Islam dalam pandangannya sudah kelewat batas. Dalam pengertian, sikap umat Islam justru sudah mengarah pada sikap anti-demokrasi, misalnya meminta pencabutan terhadap Harian kompas dan Gramedia Group. Gus Dur menyatakan tidak setuju menyelesaikan masalah hanya dengan pencabutan SIUPP saja tanpa mengedepankan perkara ke pengadilan.

Gayanya yang seperti “pemain ketoprak” ini oleh Abdurraman Wahid sudah dirajut semenjak dia mulai berkecipung dalam discourse pemikiran pada awal 1970-an. Hanya saja lantaran setiap lontaran pemikirannya dipandang tidak lazim untuk zamannya, penuh kontroversi, dan selalu membuat orang “terkejut”, tidak heran bila ada atau bahkan banyak yang menganggap Gus Dur sebagai cendekiawan Muslim penuh kontroversi, dan aneh. Predikat ini secara konsisten dipertahankannya hingga sekarang (Murod, 1999: 86).

Predikat ini tampaknya cukup tepat, bila mengamati sikap dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid, sejak kemunculannya sebagai seorang scientist sampai kemudian menjadi seorang aktor politik (political player) yang cukup mumpuni, atau sebagai politisi paling ulung di era 1990-an, menurut Salim Said dalam Murod (1999:86). Dalam berbagai sepak terjangnya, Abdurrahman Wahid nyaris selalu berseberangan dengan mainstream sebagian cendekiawan Islam.

Secara faktual asumsi ini tak bisa dibantah, hanya saja menurut Al-Zastrouw (1994:2), bila dikaji secara lebih jauh apa yang dilakukan Abdurrahman Wahid sebenarnya hal yang wajar dan biasa terjadi dalam proses kehidupan. Jika dikatakan aneh dan kontroversi itu lantaran keberaniannya untuk berbeda dan keluar dari kelaziman. Ini diperkuat Emha Ainun Nadjib yang menyebut Abdurrahman Wahid sebagai “orang gila” dalam sejarah. “Orang gila” yang dimaksud Emha Ainun Najib adalah orang yang menggagas apa yang tidak digagas orang lain, memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, dan membayangkan apa yang tidak dibayangkan orang lain (1993:12).

Sementara Hakim (dalam murod,1993:87), menyarankan bahwa untuk memahami Abdurrahman Wahid, ada tiga kunci yag harus diperhatikan, liberalisme, demokrasi, dan universalisme. Bila  kita memahami dalam bingkai tiga kata kunci ini, apapun pemikiran  atau langkah Gus Dur akan bisa dimaklumi. Artinya, bukan Abdurrahman Wahid yang mendahului jamannya, tetapi terkadang tidak sedikit orang yang terlalu konservatif, a-priori, picik, dan sempit pandangan dalam mengekspresikan sepak terjang Abdurrahman Wahid. 

Sebelumnya, Abdurrahman Wahid juga pernah melontarkan berbagai gagasan yang terbilang aneh, seperti mengganti assalamu’alaikum menjadi “selamat pagi, sore atau malam”, menjadi juri Festifal Film Indonesia (FFI), membuka Malam Puisi Jesus Kristus di gereja, menolak bergabung dengan ICMI, di kala sebagian besar umat Islam mendambakan kehadirannya, termasuk juga keterlibatannya sebagai ketua di Forum Demokrasi (Fordem), serta kunjungannya ke negara Zionis, Israel.

Bukan hanya itu, dalam konteks pergulatan politik di tingkat elit, Abdurrahman Wahid juga terbilang kontroversi dan vokal. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian ia sering terhalang oleh berbagai rintangan. Akhir 1998-an sampai dengan pertengahan 2004 merupakan masa penuh tantangan bagi Abdurrahman Wahid dalam konstelasi politik nasional. 

Dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia, Abdurrahman Wahid bersama tiga tokoh nasional lainnya, M. Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengadakan pertemuan politik di Ciganjur hingga melahirkan deklerasi Ciganjur (10/11/1998), disamping merupakan peristiwa ‘langka’, memiliki makna signifikan bagi gerakan demokrasi di Indonesia.

Menurut Alfian (2001:36), setidaknya ada tiga makna signifikan atas pertemuan Ciganjur. Pertama, ia bermakna mendalam bagi kemajuan pendidikan politik secara luas. Ini terlihat dari delapan butir kesepakatan, yang menekankan orientasi persatuan dan kesatuan bangsa secara utuh, pengembalian kedaulatan rakyat, desentralisasi pemerintahan, perspektif reformasi untuk generasi baru, pemilu yang independen, penghapusan dwifungsi ABRI, pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan pembubaran pengamanan swakarsa SI MPR.

Kedua, ia bermakna signifikan bagi perkembangan konstruktif Indonesia masa depan, tatkala kini kebekuan (kultur) politik terjadi. Munculnya kekuatan-kekuatan politik baru, yang mewujud dalam banyaknya partai politik baru, merupakan fenomena yang perlu dijawab dengan sikap-sikap kedewasaan dalam pergaulan politik nasional.

Ketiga, ia mengawali sebuah ‘tradisi baru’ bagi upaya membangun demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Tradisi ini menyiratkan pentingnya duduk bersama untuk merundingkan masalah-masalah bersama, dalam konteks reformasi dan kebangsaan. 

Deklerasi Ciganjur merupakan starting point bagi elit politik untuk meneruskan gerakan demokrasi di Indonesia pasca kejatuhan orde baru, peristiwa ini juga merupakan jempatan bagi Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI ke-empat. 

Peristiwa yang cukup spectacular  dalam kehidupan politik Gus Dur juga nampak ketika ia membacakan dekrit presiden dengan maksud membubarkan parlemen DPR dan MPR, ia menganggap tindakan dewan sudah melampaui batas dan keluar dari koridor demokrasi,  namun tindakan ini jadi bumerang bagi Gus Dur yang berakibat harus turun dari jabatannya sebagai presiden.   

Sikap Gus Dur bertendensi politis lainnya yang masih aktual adalah ketika ia memilih Golput (golongan putih) dalam pemilihan presiden secara langsung 2004. Gus Dur melakukan hal itu sebagai protesnya atas kecurangan, pemihakan, manipulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurutnya melanggar sejumlah undang-undang  Pemilu.
Sekalipun atas nama pribadi, sikap golput KH. Abdurrahman Wahid tersebut diduga berdampak pada peran serta masyarakat dalam pemilihan  presiden secara langsug, hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi KPU dari 155.048.803 pemilih terdaftar, lebih dari  36 juta di antaranya  tidak mempergunakan hak pilihnya (golput). Jumlah ini jauh lebih tinggi dari perolehan suara pasangan Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi yang berada di urutan kedua dengan 31,5 juta suara (26,6 %). Perilaku golput ini meningkat pada pelaksanaan pilpres II menjadi 44 juta lebih besar dari perolehan suara pasangan  Mega-Hasyim yang tetap diurutan kedua dengan  43,2 juta suara (39,1 %). 

Pilihan golput masyarakat terjadi di semua kota di Indonesia, seperti juga di Samarinda tempat penelitian ini dilakukan, Sebanyak 32,52 persen atau 683.635 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak suaranya alias golput dalam Pilpres putaran kedua 20 September 2004. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Pilpres putaran pertama   yang mencapai 29,95 persen atau 607.483 pemilih dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 2.028.160 orang.      

Sebagai seorang tokoh NU dan telah menjadi ketua umum selama tiga periode, manuver politik Gus Dur tak lepas dari perjalanan NU. Melalui partai politik PKB yang berbasis massa warga nahdliyin. Agaknya Gus Dur hendak mengangkat derajat politik di kalangan NU. Hal ini setidaknya, terbaca dalam dua hal. Pertama, Gus Dur sengaja memunculkan namanya dengan legitimasi pimpinan NU yang memiliki banyak pengikut sebagai repsentasi kelompok informal-luar sistem.  

Kedua, Gus Dur berhasil memantapkan dirinya sebagai poros politik dominan ditubuh NU walaupun ditubuh NU terbelah dalam beberapa partai politik, bahkan lebih dari itu Gus Dur telah menjadi tokoh nasional dan internasional (Alfian, 2001:35) 

 Melihat banyaknya aktivitas Gus Dur yang mengandung pesan politik dalam gerakan demokrasi di Indonesia  dan diduga turut mempengaruhi perilaku politik rakyat Indonesia khususnya warga NU menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam.  

Rumusan Masalah

Bagaimana pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nadliyin di Samarinda ?

Bagaimana perilaku Kalangan Nahdliyin dalam Menerima Pesan Gus Dur?

Bagaiman pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan nahdliyin Samarinda ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu untuk:

Untuk menganalisis   bentuk pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nadliyin di Samarinda.

Untuk menganalisis perilaku Kalangan Nahdliyin dalam menerima Pesan politik Gus Dur.

Untuk menganalisis pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan Nahdliyin Samarinda.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi, baik secara teoritis maupun praktis.

Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi upaya perkembangan ilmu pengetahuan, khusunya Ilmu Komunikasi dan studi komunikasi politik.

Diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang berminat pada kajian yang sama dengan permasalahan yang berbeda dengan wacana membangun demokrasi Indonesia yang akan datang.

Diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah bagi yang berkepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Komunikasi Politik

Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan hal terpenting untuk mencapai tujuan. Kegiatan manusia tidak akan bisa berjalan tanpa adanya komunikasi sebagai alat penyampaian informasi, termasuk dalam kegiatan    pemasaran politik (marketing politic) 

Dalam melakukan komunikasi terdapat unsur - unsur  sebagai berikut : Sumber (komunikator)

1. Pesan (message)

2. Sasaran, Penerima, khalayak (komunikan)

3. Alat penyalur (Media)

4. Umpan balik, akibat (Efek)

Masing-masing komponen diatas saling mempengaruhi terhadap kelancaran proses komunikasi.
Ahli komunikasi menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Schramm, Wilbur dalam Cangara (2004 : 2) menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, mengembangkan komunikasi. sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi


Selain itu komunikasi dapat juga diartikan sebagai proses menghubungi atau mengadakan perhubungan dengan menggunakan bahasa, gerak-gerik, badan, system isyarat, kode dan lain-lain. Definisi yang menekankan persamaan arti, ditemukan antara lain  dari rumusan Gode (1969:5) yaitu  “komunikasi adalah suatu proses yang  membuat adanya kebersamaan bagi dua atau lebih orang yang semula dimonopoli oleh satu atau beberapa orang”. Perumusan ini dimaksud bahwa komunikasi yang baik atau efektif, adalah komunikasi yang mampu menciptakan kebersamaan arti bagi orang-orang yang terlibat. Tanpa persamaan arti, sukar dipikirkan adanya komunikasi. 


Shannon dan Weaver (1949:8) menyatakan bahwa komunikasi menyangkut semua prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lain, sedangkan Shachter menulis : “komunikasi merupakan mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan. Penggunaan informasi secara bersama atau penggunaan bersama yang dikemukakan oleh Lawrence Kincaid dan Wilbur Schramm (1977:6) menulis bahwa komunikasi adalah proses saling membagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dalam proses informasi.  


Proses komunikasi merupakan bagian integral dari proses perkembangan kepribadian manusia secara individual. Proses komunikasi adalah juga bagian yang utuh dan menyatu dengan proses perkembangan masyarakatnya. Proses komunikasi  berkembang dalam tahapan-tahapan  sebagaimana terjadi dalam laju perkembangan masyarakatnya. Dalam proses komunikasi terdapat lima unsur dimana kaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya dapat dilihat seperti pada gambar berikut :

Gambar 1. Unsur-unsur dalam Proses Komunikasi  
[image: image2]
Dari gambar diatas dijelaskan bahwa :

1. Sumber, adalah yang mengeluarkan lambang atau sumber sering juga disebut pengirim.

2. Pesan, adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima atau lambang-lambang yang dioperkan.

3. Media, adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.

4. Penerima, adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber.

5.   Efek, adalah pengaruh atau perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan  oleh  penerima   sebelum   dan  sesudah
 menerima pesan.

6   Umpan balik, adalah  pengaruh yang berasal  dari penerima.


Peristiwa komunikasi dipandang sebagai suatu kejadian dari dua proses yang dapat dibedakan, yaitu : proses komunikasi yang dimulai dari pengirim dan proses informasi yang dimulai dari penerima. Dengan proses informasi dimaksudkan adalah setiap situasi dimana orang atau penerima mendapat informasi. 

Ciri pokok proses komunikasi adalah adanya maksud untuk memberitahukan tersebut dan oleh sebab itu proses ini menciptakan pesan untuk dapat mengirim pemberitahuan dimaksud yang dari pihak penerima dipandang sebagai (salah satu) sumber informasi (pesan) dan adanya sesuatu yang datang pada pengetahuan (pemberian tahu).

1. Sumber Informasi


Berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan informasi untuk dikaji dalam bahasan ini meliputi : (a) pengertian informasi; (b) kriteria informasi; (c) kebutuhan informasi; (d) sumber informasi. Untuk memahami konsep dasar tersebut, berikut ini akan diuraikan kajian masing-masing konsep dasar di atas sebagai berikut :
a. Pengertian Informasi

Istilah informasi berasal dari kata benda latin purba information yang dalam kamus komunikasi (Effendy, 1989:177) berarti keterangan, penerangan:

1) suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang yang baginya merupakan hal yang baru diketahuinya.

2) Data yang telah diolah untuk disampaikan kepada yang memerlukan atau untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal.

3) Kegiatan menyebarluaskan pesan disertai penjelasan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi, kepada khalayak yang baginya merupakan hal atau peristiwa yang baru. 
Arti informasi menurut Davis dalam Littlejohn (1995:195) bahwa informasi adalah pesan yang telah diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerimanya atau bermanfaat terhadap perbuatan keputusan baik sekarang ini maupun yang akan datang. Riley dalam McQuail (1989:282) merumuskan bahwa informasi merupakan hasil dari pembentukan, pengorganisasian, atau pengubahan data sehingga dengan cara demikian dapat meningkatkan pengetahuan bagi penerimanya. Sedangkan Fisher (1986:6) mengelompokkan berbagai pandangan mengenai konsep informasi ke dalam tiga buah variasi, Pertama, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung, Kedua, Penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan makna data, jadi informasi adalah arti, maksud atau makna yang dikandung data, Ketiga, Istilah informasi menurut teori informasi yang menganggap informasi adalah sejumlah ketidak pastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. 


Bertolak dari batasan-batasan tersebut di atas, informasi itu pada dasarnya diproduksi oleh adanya data. Data merupakan bahan dasar  atau bahan mentah  untuk  diproses sehingga hasilnya berubah menjadi informasi, dan pada gilirannya informasi tersebut  disebarluaskan kepada  pihak-pihak yang berkepentingan. Davis dalam LittleJohn (1999:167) menyatakan bahwa hubungan antara data dengan informasi adalah seperti bahan baku atau bahan mentah sampai pada barang jadi, dengan kata lain pengelolaan system informasi yaitu mengolah data menjadi informasi. 

b. Kriteria Informasi

Pada dasarnya informasi sedikitnya terdiri atas dua hal, yaitu sesuatu yang datang pada pengetahuan dan sesuatu yang diketahui, Pemahaman tentang kriteria disamakan dengan persyaratan informasi. Untuk mendapatkan informasi yang memiliki nilai ataupun berkualitas tinggi, tentu saja diperlukan kriteria ataupun syarat-syarat informasi. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila informasi benar-benar  berkualitas tinggi maka tingkat keefektifan pembuatan keputusan akan terwujud sesuai yang diharapkan.


Kriteria atau syarat-syarat informasi  yang baik menurut beberapa ahli adalah: (1) Ketersediaan, artinya bahwa tersedianya informasi merupakan syarat yang cukup mendasar  sehingga dapat diperoleh untuk dimanfaatkan, (2) Mudah dipahami, artinya informasi tidak boleh berbelit-belit tetapi hendaknya mudah dipahami oleh setiap pembuat keputusan,(3) Relevan, artinya informasi yang diperlukan hendaknya sesuai atau cocok dengan kebutuhan pengembangan  organisasi, (4) Bermanfaat, artinya informasi harus benar-benar mempunyai kegunaan bagi organisasi, (5) Tepat waktu, artinya informasi hendaknya tersedia tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan, (6) Keandalan, artinya sumber informasi harus benar-benar dapat dipercaya keberadaannya sehingga terjamin kebenarannya, (7) Akurat, artinya informasi hendaknya bersih atau bebas dari berbagai kesalahan atau kekeliruan komputasi dan transkripsi, sehingga jelas maknanya bagi kepentingan organisasi, (8) Konsisten, artinya informasi tidak boleh mengundang kontradiksi di dalam penyajiannya, (9) Kejelasan, artinya informasi harus bebas dari keragu-raguan dan harus jelas keberadaannya, (10) Menyeluruh, artinya informasi harus lengkap dan utuh untuk kepentingan kegiatan tertentu, (11) Selektif, artinya informasi harus benar-benar teruji keunggulannya, (12) Fleksibel, artinya informasi hendaknya memiliki daya adaptasi terhadap kebutuhan yang berbeda, dan (13) Orisinil, artinya informasi harus asli dan tidak mengada-ada (Parker dalam Rivers, 2003:302).

c. Sumber Informasi


Terdapat banyak dan berbagai jenis informasi, sebanyak dan seaneka kebutuhan manusia, dan banyak cara dalam mana informasi bisa tersebar. Orang-orang dapat memperoleh informasi tentang sesuatu di luar dirinya dari banyak sumber informasi. Sumber-sumber ini pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua golongan utama, yaitu Dari isyarat  (alamiah dan atau buatan) dalam situasi saksi diri (melalui pengamatan langsung). Dan dari pesan  dalam situasi komunikasi (melalui orang lain). 


Isyarat menyangkut seluruh kegiatan yang bersifat praktis. Informasi yang ditangkap oleh penginderaan dan mendapat perhatian kita, seterusnya diproses oleh persepsi menjadi pengetahuan, kemudian disimpan dan dipanggil kembali oleh memori untuk digunakan oleh berfikir dalam merespon dan dalam memenuhi kebutuhan kita.


Belajar berdasarkan sumber, memanfaatkan  segala  sumber informasi sebagai sumber bagi pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Sumber-sumber itu berupa dari masyarakat dan lingkungan berupa manusia, museum, organisasi, bahan cetakan, perpustakaan, alat audio-visual, dan sebagainya.


Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan langsung atau dalam situasi saksi-diri, sangat terbatas, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam jarak-temunya. Hal ini banyak tergantung pada mobilitas fisik individu. Kelebihannya adalah bahwa individu dapat mengamati langsung realitas (objek, peristiwa, situasi) bersangkutan, sehingga mutu informasi yang diperoleh seluruhnya tergantung pada kemampuan kognisi individu sendiri.


Dengan adanya orang lain, maka peluang untuk memperoleh informasi lebih banyak, lebih beraneke ragam, dan dari realitas di luar batas jangkauan pengamatan fisik individu menjadi terbuka. Sumber informasi yang dimaksud tadi bisa dari keluarga, dari famili, sahabat karib, teman, kenalan, dan sebagainya.

Kemudian munculnya media massa di tengah-tengah masyarakat, maka kesempatan  untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, di samping itu keaneka ragaman jenis informasi yang disajikan oleh media massa dalam waktu yang relatif bersamaan. Juga dari media massa orang dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang berbagai realitas  yang berada jauh di luar lingkungan dekat mereka tanpa perlu meninggalkan daerah kediamannya sendiri, melalui media (surat kabar, radio, televisi, dan internet) manusia seolah-olah mampu menginjakkan kaki pada seribu tempat dalam saat hampir serentak dan mampu mengumpulkan seluruh informasi yang diinginkan.
Sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berkomunikasi, juga dapat digambarkan dalam berbagai macam model. Model komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberi pengertian tentang komunikasi, dan juga untuk menspesifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang ada dalam hubungan antar manusia.

Sebagai ilmu multidimensi, ilmu komunikasi lebih banyak dipadukan dengan disiplin ilmu yang turut membantu perkembangannya, misalnya Ilmu Ekonomi. 
2. Teori Komunikasi

Teori dapat menuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan, dan teori-teori berubah dari waktu ke waktu saat kita melihat hal-hal baru dan memerlukan pandangan-pandangan baru (Littlejohn, 1996: 1) Sebenarnya banyak teori komunikasi massa yang telah ditemukan oleh para ahli komunikasi, namun berkaitan dengan penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat mendukung  saja
a. Teori-teori tentang isyarat dan bahasa (Theories of signs and language) 

Isyarat adalah basis dari seluruh komunikasi. Suatu  isyarat menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna ialah hubungan antara suatu objek atau ide dan suatu isyarat. Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang sungguh luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana dan bentuk-bentu nonverval, teori-teori yang menjelaskan bagaimana isyarat berhubungan dengan artinya dan bagaimnana isyarat disusun (Littlejohn,1996: 64)

Lebih lanjut, Littlejohn, menjelaskan, salah satu sistem isyarat yang paling penting bagi manusia adalah bahasa. Dalam bahasa, isyarat terdiri dari pengelompokan sesuatu yang memiliki makna. Suara-suara dikombinasikan ke dalam frasa-frasa, klausa-klausa, dan kalimat-kalimat, yang menunjukkan objek.  

b. Teori-teori  Pembuatan Pesan (Theories of message production)  

Komunikasi adalah proses yang berpusat pada pesan bersandar pada informasi, dan banyak teori komunikasi telah dikembangkan untuk menyampaikan informasi pemrosesan pesan. Teori ini melihat pembuatan dan penerimaan pesan sebagai persoalan psikologis, memfokuskan pada sifat-sifat, keadaan-keadaan, dan proses-proses individual.

Teori pembuatan dan penerimaan pesan menggunakan tiga tipe penjelasan psikologis: penjelasan sifat, penjelasan keadaan, dan penjelasan proses. Penjelasan sifat berfokus pada karakteritisk individual yang relatif statis dan cara karakteristik ini berasosiasi dengan sifat-sifat dan variabel lain, hubungan antara tipe personalitas tertentu dan jenis-jenis pesan tertentu (Littlejohn, 1996:105).

Penjelasan keadaan berfokus pada keadaan pikiran yang dialami orang dalam suatu periode waktu. Sedangkan penjelasan proses berupaya menangkap mekanisme pikiran manusia. Ia  berfokus pada cara informasi diperoleh dan disusun, bagaimana memori digunakan, bagaimana orang memutuskan untuk bertindak, dan tempat bagi persoalan lain yang sama.
c.  Teori-teori penerimaan dan pemrosesan pesan

Teori ini memfokuskan pada bagaimana pesan-pesan itu diterima; bagaimana manusia memahami,   mengorganisasikan, dan menggunakan   

informasi yang terkandung di dalam pesan.

Kebanyakan teori penerimaan dan pemrosesan pesan berada dalam tradisi kognisi, yaitu studi tentang pemikiran atau pemrosesan informasi. Menurut Dean Hewes dalam Littlejohn (1996:129), kognisi menuntut dua elemen sentral, yaitu struktur-struktur pengetahuan dan proses-proses kognitif.

Struktur-struktur pengetahuan terdiri dari organisasi informasi di dalam sistem kognitif seseorang, body of knowledge yang telah dikumpulkan oleh seseorang. Bahkan pesan yang paling sederhanapun membutuhkan banyak sekali informasi untuk bisa dipahami. Di dalam sistem kognitif, potongan-potongan informasi saling dihubungkan satu sama lain ke dalam sebuah pola yang teratur. 

Proses-proses kognitif adalah mekanisme-mekanisme melalui mana informasi diolah di dalam pikiran. Hewes dan Planalp dalam  Littlejohn (1996:130), menggarisbawahi tujuh proses utama yang saling berinterelasi, pertama adalah pemfokusan, yaitu sebuah proses menghadapi detil-detil tertentu dari informasi. Proses kedua adalah integrasi, atau pembuatan hubungan antara potongan-potongan informasi. Ini adalah proses penggabungan apa yang dilihat dan didengar ke dalam organisasi pengetahuan yang menyeluruh. Ketiga penarikan kesimpulan, sebuah proses “pengisisan”,  ketika seseorang membuat asumsi-asumsi tentang hal-hal yang tidak teramati berdasarkan hal-hal yang teramati.

Proses yang keempat dan kelima melibatkan ingatan, penyimpanan dan pengungkapan. Struktur pengetahuan harus disimpan untuk digunakan di lain waktu, dan ia harus diingat secara tepat. Penyimpanan dan pengungkapan sangat penting bagi proses-proses kognitif lainnya. Proses keenam dan ketujuh adalah seleksi dan implementasi, juga berjalan bersamaan. Seleksi adalah pemilihan perilaku dan reportoire (simpanan) seseorang dan implementasi adalah bertindak sesuai dengan perilaku yang sudah dipilih dengan melakukannya.

d. Teori-teori Pengalaman dan interpretasi (Theories experience and interpretation) 

Bidang komunikasi menggali ragam pengalaman manusia, dan teori ini menginformasikan tentang sifat dasar dari pengalaman sadar dan peran komunikasi di dalamnya. asumsi sentral teori ini adalah bahwa orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan pengertian pada apa yang mereka lihat.

Secara spesifik, kita akan menelusuri dua tradisi, fenomenologi dan hermeneutic. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara orang menjadi paham akan obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Studi ini melihat obyek-obyek dan kejadian-kejadian dari sudut pandang si perceiver, individu yang mengalami hal-hal tersebut. Sebuah fenomena adalah tampilan suatu obyek, kejadian,atau kondisi di dalam persepsi. Dengan demikian, realita dalam fenomenologi adalah cara bagaimana hal-hal tampak dalam persepsi sadar dari individu tersebut (Littlejohn, 1996: 203).

Hermeneutic adalah studi tentang pemahaman, terutama pemahaman akan penafsiaran tindakan dan teks. Ada beberapa cabang hermeneutic, termasuk interpretasi kitab Al Kitab (exegesis), interpretasi teks harfiah (filologi), dan interpretasi tindakan-tindakan personal dan sosial (hermeneutic social) (Littlejohn, 1996:208)

3. Komunikasi Politik

Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata “polis” ini berkembang menjadi “politicos” yang artinya kewarganegaraan. Dari kata “politicos” menjadi ”politera” yang berarti hak-hak kewarganegaraan (Sumarno, 1989:8).

Secara definitif,  ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya  Nimmo (2000:8) mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif , perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.

Bagi Lasswell (dalam Varma, 1995:258), ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Berbeda dengan  David Easton dalam Sumarno (1989:8), mendefinisikan politik sebagai berikut: 

“Political as a process those developmental processes through which person acquire political orientation and patterns of behavior”
Dalam definisi ini David Easton menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku.

Apabila definisi komunikasi dan definisi politik itu kita kaitkan dengan komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan  sebagai berikut: Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Astrid, S. Soesanto, 1980:2).

Mengenai  komunikasi politik ini (political communication) Kantaprawira (1983:25) memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Dilihat dari tujuan politik “an sich”, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu  dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.

Lasswell (dalam Varma, 1995:258) memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. 

Dalam hal ini, R.S. Sigel (dalam Sumarno, 1989:10) memberikan pandangan sebagai berikut:

“Political socialization refers to the learning process, by which the political norms and behavior acceptable to an ongoing political system are transmitted from generation to generation.”
Dari batasan Sigel ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik bukan hanya menitikberatkan pada penerimaan norma-norma politik dan tingkah laku pada sistem politik yang sedang berlangsung, tapi juga bagaimana merwariskan atau mengalihkan nilai-nilai dari suatu generasi kenegaraan berikutnya.
a. Komunikator politik

Menurut Nimmo, salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator,  begitu pula siapa pun yang dalam setting politik adalah komunikator politik (2000:28). Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi  tentang politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat demikian, setidak-tidaknya yang melakukannya serta tetap dan sinambung. Mereka yang relatif  sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat. 

Sebagai pendukung pengertian yang lebih besar terhadap peran komunikator politik dalam proses opini, Leonard W. Dood dalam Nimmo (2000:30)  menyarankan jenis-jenis hal yang patut diketahui mengenai mereka: ”Komunikator dapat dianalisis sebagai dirinya sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia, dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya; jadi jika ia mengira mereka itu bodoh, ia akan menyesuaikan nada pesannya dengan tingkat yang sama rendahnya. Ia sendiri memiki  kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalnya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomukasi.    
Berdasar pada anjuran Doob, jelas bahwa komukator atau para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan. Untuk keperluan ini Nimmo (2000:30) mengidentifikasi tiga kategori politikus, yaitu  yang bertindak sebagai komunikator pilitik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (part time)
b. Politikus sebagai komunikator Politik

Kelompok pertama ini adalah orang yang bercita-cita untuk memegang jabatan pemerintah dan memegang pemerintah yang harus berkomunikasi tentang politik dan disebut dengan politikus, tak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek aspek utama dalam kegiatan ini. Meskipun politikus melayani beraneka tujuan dengan berkomunkasi, ada dua hal yang menonjol. Daniel katz (dalam Nimmo,2000:30) menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian.

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya.  Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesakkan tuntutan kelompoknya, ia lebih menyibukkan diri untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

 Termasuk dalam kelompok ini, politikus yang tidak memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator politik mengenai masalah yang lingkupnya nasional dan internasional, masalah yang jangkauannya berganda dan sempit.

Jadi banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, namun untuk mudahnya kita klasifikasikan mereka sebagai politikus (1) berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal.

c. Profesional sebagai komunikator politik

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa yang melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan perkembangan serta-merta media khusus yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan (Nimmo, 2002:33).

Seorang komunikator profesional, menurut James Carey (dalam Nimmo, 2000:33) adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain dan berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti.  Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau kominitas mana pun  dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama.

Bagaimanapun, karena menjadi komunikator profesional, bukan politikus, profesional yang berkomunikasi menempatkan dirinya terpisah dari tipe-tipe komunikator politik yang lain, terutama aktivis politik.
B. Konsep Pesan Komunikasi 

1. Pesan dalam Proses Komunikasi

Sastropoetro (1982:13) memberikan pengertian bahwa pesan (encoding) merupakan suatu kegiatan penting, sulit dan menentukan apakah gagasan yang ada dapat dituangkan secara pasti kedalam lembaga yang berarti dan telah disusun sedemikian rupa, sehingga menghindari timbulnya salah paham.

Pratikto (1987 : 42) mendefinisikan pesan dengan melihat dari bentuknya, yaitu :

“Pesan adalah semua bentuk komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Yang dimaksud dengan komunikasi verbal adalah komunikasi lisan, sedangkan nonverbal adalah komunikasi dengan simbol, isyarat, sentuhan perasaan dan penciuman”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pesan adalah suatu materi yang disampaikan kepada orang lain dalam bentuk gagasan baik verbal maupun nonverbal, untuk menyatakan maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan orang lain berkenaan dengan manfaat dan kebutuhannya.

Membicarakan pesan (message) dalam proses komunikasi, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut simbol dan kode, karena pesan dikirim komunikator kepada penerima terdiri atas rangkai simbol dan kode. Sebagai makhluk sosial dan makhluk komunikasi, manusia dalam hidupnya diliputi oleh berbagai macam simbol, baik yang diciptakan oleh manusia itu maupun yang bersifat alami.

Manusia dalam keberadaannya memang memiliki keistimewaan dibading dengan makhluk yang lain. Selain kemampuan daya pikirnya , manusia juga memiliki keteramplian berkomunikasi yang lebih indah dan lebih canggih, sehingga dalam berkomunikasi mereka bisa mengatasi rintangan jarak dan waktu. Manusia menciptakan simbol-simbol dan memberi arti pada gejala-gejala alam yang ada disekittarnya, sementara hewan hanya dapat mengandalkan bunyi.

simbol-simbol yang digunakan selain sudah ada yang diterima menurut konvensi internasional, seperti simbol-simbol lalu lintas, alfabet latin, simbol matematika, juga terdpat simbol lokal yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Banyak kesalahan komunikasi (miscommunication) terjadi dalam masyarakat kerena tidak memahami simbol-simbol lokal.

Menurut Cangara (2004:95) bahwa simbol adalah suatu proses komunikasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang pada suatu masyarakat. Simbol tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. semua kode memiliki unsur nyata

b. semua kode memiliki arti

c. semua kode tergantung pada persetujuan para pemakainya

d. semua kode memiliki fungsi

e. semua kode dapat dipindahkan, apakah melalui media atau saluran-saluran komunikasi lainnya.

Simbol atau kode pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

a. Kode Verbal

Kode verbal dalam pemakainnya, menggunakan bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur

sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. 

Bahasa mempunyai banyak fungsi, menurut Cangara (2004:95) bahwa bahasa mempunyai tiga fungsi  yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif, yaitu :

1) Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling

2) untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia.

Untuk mempelajari dunia sekeliling kita, bahasa menjadi peralatan yang sangat penting untuk memahami lingkungan. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui sikap, perilaku dan pandangan suatu bangsa, meski kita belum pernah berkunjung ke negaranya.

Bahasa mengembangkan pengetahuan kita, agar kita dapat menerima sesuatu dari luar dan juga berusaha untuk menggambarkan ide-ide kita kepada orang lain. sebagai alat pengikat dan perekat dalam hidup bermasyarakat, bahasa dapat membantu kita menyusun struktur pengetahuan menjadi logis dan mudah diterima oleh orang lain. Sebab bagaimanapun bagusnya sebuah ide, kalau tidak disusun dengan bahasa yang sistematis sesuai dengan aturan yang telah diterima, maka ide yang baik itu akan menjadi kacau. menurut Benyamin Lee Whorf (dalam Cangara, 2004:97) bahwa bahasa bukan hanya membagi pengalaman, tetapi juga mebentuk pengalaman itu sendiri.

b. Kode Non-Verbal

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai kode verbal (bahasa) juga memakai kode non-verbal. Kode nonverbal menurut Cangara (2004:99) bahwa kode nonverbal bisa disebut bahasa isyarat atau bahasa diam (silent languange).

Kode nonverbal yang digunakan dalam berkomunikasi, sudah lama menarik perhatian di kalangan antropologi, bahasa, bahkan dari bidang kedokteran. Menurut Mark Knapp (1978) dalam Cangara (2004:100) menyebut bahwa penggunaan kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi :

1) meyakinkan apa yang telah diucapkan (repetition)

2) menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata

3) menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya (identity)

4) menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna.

Pemberian arti terhadap kode nonverbal sangat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya masyarakat yang menggunakannya.  Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada hal-hal yang unik, seperti makin langkanya orang yang bisa menganut prinsip satu kata dan perbuatan, makin banyak orang yang pintar bicara tetapi tidak disertai perbuatan yang sesuai dengan ucapannya. Ataukah kita sering dihadapkan pada sesuatu yang justru kontradiksi dengan persepsi kita. misalnya orang cenderung menggunakan atribut tertentu justru untuk menipu orang lain.
2. Teknik Pengelolaan Pesan

Menurut Cassandra dalam Cangara (2004:111) bahwa terdapat dua model penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang besifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif.

a. Penyusunan Pesan yang Bersifat Informatif

Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khlayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunalan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak.

Ada empat macam penyusunan pesan yang bersifat informatif, yakni:

1) Space Order, penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang, seperti international, nasional, dan daerah.

2) Time Order, penyusunan pesan berasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis

3) Deductive Order, penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada khusus. Misalnya penyusunan GBHN

4) Inductive Order, penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus ke hal-hal yangb bersifat umum.

Model penyusunan pesan informatif banyak dilakukan dalam penulisan berita dan artikel oleh para wartawan dengan memakai model piramid.

b. Penyusunan Pesan yang Bersifat Persuasif

Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap dan pendapat khalayak. Sebab itu, penyusunan pesan persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi disini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya, artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan.

Menurut Cangara (2004:113) bahwa terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi, antara lain :

1) Fear Appeal, motode penyusunan pesandengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Sebenarnya khalayak kurang senang menerima pesan yang disertai ancaman yang menakutkan, sebab meraka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan mengemukakan pendapatnya. tetapi dalam hal tertentu, khalayak harus menerima karena bisa mengancam dirinya.

2) Emotional Appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. misalnya dengan mengungkapkan masalah suku, agama, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan sebagainya. Bentuk lain dari emotional appeal adalah propaganda. dalam komunikasi bisnis, propaganda banyak sekali digunakan dalam bentuk iklan, agar konsumen bisa membeli barang.

3) Reward Appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. dalam berbagai studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan reward appel, ditemukan bahwa dengan menjanjikan uang Rp. 1 juta, seorang cenderung mengubah sikap daripada menerima janji uang Rp. 50 ribu.
4) Motivational Appeal, teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu, misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai produksi dalam negeri.

5) Humoris Appeal, teknik penyusunan pesan yang dilakukan dengan humor, sehingga penerimaan pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak dan menyegarkan. hanya saja dalam penyampaian pesan yang disertai humor diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang ingin disampaikan.

Keberhasilan dalam mengelolah dan menyusun pesan-pesan secara efektif perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1) pesan yang disampaikan harus dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis

2) mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu harus mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan.

3) memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa, serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khlayak.

3. Media 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologis memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, maka media yang paling dominan adalah pancaindera selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan.

Menurut Cangara (2004:119) bahwa media komunikasi dapat dibedakan atas empat macam, yaitu media antarpribadi, media kelompok, media publik, dan media massa.

a. Media antarpribadi

Untuk hubungan perorangan (antarpribadi), maka media yang tepat digunakan ialah kurir (utusan), surat dan telepon. Kurir banyak digunakan oleh orang-orang dahulu kala untuk menyampaikan pesan. Di daerah-daerah pedalaman pemakaian kurir sebagai saluran komunikasi masih bisa ditemukan, misalnya melalui orang yangn berkunjung ke pasar pada hari-hari tertentu.

Surat adalah media komunikasi antarpribadi yang makin banyak digunakan, terutama dengan makin meningkatnya sarana pos serta makin banyaknya penduduk yang dapat menulis  dan membaca. 

Media komunikasi antarpribadi lainnya ialah telepon. Telepon makin banyak digunakan di Indonesia, bukan saja untuk kepentingan komunikasi yang bersifat pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bisnis dan pemerintahan.

b. Media Kelompok

Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak digunakan adalah media kelompok, misalnya, rapat, seminar dan komperensi. Rapat biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Seminar adalah media komunikasi kelompok yang biasa dihadiri oleh khalayak tidak lebih dari 150 orang. Tujuannya adalah membicarakan suatu masalah dengan menampilkan pembicara, kemudian meminta pendapat atau tanggapan dari peserta seminar yang biasanya dari kalangan pakar sebagai nara sumber dan pemerhati dalam bidang itu. Seminar biasanya membicarakan topik-topik tertentu yang hangat dipermasalahkan oleh masyarakat.

Media kelompok masih banyak ditemukan dalam masyarakat pedesaan dengan memakai banyak nama, antara lain tudang sipulung di Sulawesi Selatan, banjar di Bali, rebuk dea di Jawa dan sebagainya. Sementara bagi masyarakat kota, media kelompok banyak digunakan dalam bentuk organisasi profesi, organisasi olahraga, pengajian, dan organiasi lainnya.

c. Media Publik

Media publik digunakan jika khalayak lebih dari 200-an, misalnya rapat akbar, rapat raksasa dan semacamnya. Dalam rapat akbar, khalayak berasal dari berbagai macam bentuk, tetapi masih mempunyai homogenitas, misalnya kesamaan partai, kesamaan agama, kesamaan daerah dan lain-lain. Dalam rapat akbar (Public Media) khalayak melihat langsung pembicara yang tampil di atas podium, bahkan biasanya sesudah mereka berbicara, mereka turun berjabat tangan dengan para pendengar sehingga terjalin keakraban di antara mereka meskipun pembicara tidak dapat mengidentifikasikan satu persatu pendengarnya.

d. Media Massa

Jika khalayak tersebar diketahui di mana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.

Menurut Cangara (2004:122) bahwa media massa mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada
penyajian informasi.

2. Besifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang diampaikan ditrima oleh banyak orang pada aat yang sama

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya.

5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa menenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan perilaku politik, baik yang bersifat tradisional, maupun perilaku kritis yang dinamis dalam sistem demokrasi. Pembentukan perilaku politik tersebut sebagai bagian dari ciri masyarakat modern yang sangat membutuhkan informasi dalam berinteraksi, sebagai bagian dari perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perilaku kehidupan masyarakat seperti di atas, dapat diketahui melalui pembahasan mengenai realitas media massa, baik media cetak mapun media elektronik. Kehidupan tersebut, termasuk berhubungan dengan masalah politik. Media massa merupakan media yang sangat efektif untuk melakukan komunikasi politik dalam suatu sistem demokrasi.

Media massa itu sendiri ada 2 (dua), yaitu media massa dan media nirmassa. Media artinya alat komunikasi, sedangkan massa kependekan dari kata masyarakat (orang banyak). Media massa berarti alat komunikasi yang boleh dimanfaatkan untuk semua orang. Sedangkan media nirmassa adalah alat komunikasi yang tidak boleh digunakan untuk semua orang. Jelasnya, alat komunikasi tersebut bersifat individu.

Media massa (mass media) adalah media komunikasi yang mampu menimbulkan keserempakan, dalam arti kata khalayak dalam jumlah yang relatif sangat banyak secara bersama-sama pada saat yang sama memperhatikan pesan yang dikomunikasikan melalui media tersebut; misalnya surat kabar, radio siaran, televisi siaran, dan film teatrikal yang ditayangkan di gedung bioskop.  

Disamping sebagai pengantar informasi secara serempak, media massa juga merupakan kontrol sosial, menurut Rivers (2003:38), kontrol sosial oleh media massa begitu ekstensif dan efektif, sehingga sebagian pengamat menganggap kekuatan utama media memang di situ. Sebagai contoh, Joseph Klapper (dalam Rivers: 2003) melihat adanya kemampuan “rekayasa kesadaran” oleh media, dan ini dinyatakannya sebagai kekuatan terpenting media, yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan apa pun. Rekayasa kesadaran sudah ada sejak lama, namun media-lah yang memungkinkan hal itu dilaksanakan secara cepat dan besar-besaran.

Ada hubungan yang sangat erat antara media massa dengan kehidupan sosial (McQuail, 1989:51), dengan asumsi, pertama institusi media menyelenggarakan produksi, reproduksi, dan distribusi pengetahuan dalam pengertian serangkaian simbol yang mengandung acuan bermakna tentang pengalaman dalam kehidupan sosial. Pengetahuan tersebut membuat kita mampu untuk memetik pelajaran dari pengalaman, membentuk persepsi kita terhadap pengalaman itu, dan memperkaya khasanah pengetahuan masa lalu, serta menjamin kelangsungan perkembangan pengetahuan kita.

Manusia adalah makhluk yang tahu bagaimana harus bereaksi tidak hanya terhadap lingkungan fisiknya, namun juga pada simbol-simbol yang dibuatnya sendiri (Rivers, 2003: 28) Menurut asumsi dasar di atas, lingkungan simbolik di sekitar (informasi, gagasan, kepercayaan, dan lain-lain) sering kita ketahui melalui media massa, dan media pulalah yang dapat mengaitkan semua unsur lingkungan simbolik yang berbeda.

Asumsi dasar kedua ialah media massa memiliki peran mediasi (penengah/penghubung) antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi. Peran mediasi ini ada hubungannya dengan salah satu arti konotatif kata “media massa” itu sendiri. Media massa berperan sebagai penengah dan penghubung dalam pengertian bahwa: media massa seringkali berada di antara kita (sebagai penerima) dengan bagian pengalaman lain yang berada di luar persepsi dan kontak langsung kita; media massa dapat saja berada di antara kita dengan institusi lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan kita. 

Mediasi yang dimaksud di atas, dapat berlangsung dalam berbagai bentuk tergantung pada tingkat dan bentuk kegiatan, tujuan, interaktivitas, dan efektivitas. Mediasi mengandung banyak manifestasi kegiatan mulai dari hubungan langsung antara satu dengan lainnya melalui negoisasi, sampai dengan pengendalian oleh seseorang terhadap yang lainnya. 

Menurut McQuail (1987: 52), Variasi manifestasi kegiatan di atas dapat dipahami dengan memperhatikan citra komunikasi berikut ini yang menunjukkan pelbagai aspek cara media menghubungkan kita dengan realitas. Media berperan sebagai :
1. jendela pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi disekitar kita, tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak.
2. Juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas.
3. Pembawa atau pengantar informasi dan pendapat.
4. Jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan penerima melalui pelbagai macam umpan balik.
5. Papan penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau instruksi.
6. Penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan sistimatis maupun tidak.
7. Cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri; biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan (distorsi) karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat oleh para anggota masyarakat, atau sering kali pula segi yang ingin mereka hakimi atau cela.
8. Tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapai tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan (escapism). 

Meskipun beberapa citra di atas lahir dari analisis eksternal terhadap kegiatan media, namun kebanyakan citra itu juga berasal dari definisi dari pihak media itu sendiri.
C. Gerakan Demokrasi di Indonesia
1. Konsep Demokrasi
Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini disebut juga sebagai procedural democracy. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendaknya dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti ungkapan Presiden Amerika Lincoln dalam pidatonya “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut, biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya Undang-Undang dasar 1945 bagi Pemerintah Republik Indonesia.

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” (Pasal 1 ayat 2).

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang” (Pasal 28).

Kutipan pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-Undang dasar 1945 di atas merupakan definisi normatif dari demokrasi. Tetapi apa yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari suatu negara. Oleh karena itu sangat perlu melihat makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.

Kalangan ilmuwan politik telah merumuskan definisi demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu.  Deliar (dalam Mahfud MD, 2000:19) menganggap demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Pemahaman demokrasi dalam konteks seperti ini mengizinkan kita untuk mengamati: apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada (Gaffar, 2004:5).

Demokrasi  bisa dipahami sebagai suatu “polity”  di mana semua warga negara menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya (Sundaussen dalam  Murod, 1999:59).

Sementara Robert Dahl (dalam  Murod, 1999:60) berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi yang ideal, setidaknya harus terpenuhi lima hal. Pertama, dalam membuat keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat, hak istimewa setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan terakhir. Kedua, dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, maka setiap warga negara harus mempunyai kesempatan sama untuk menyatakan hak-hak politiknya. Ketiga, adanya pembeberan kebenaran. Di sini setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan.

Keempat, adanya kontrol terakhir terhadap agenda. Di sini masyarakat juga harus mempunyai kekuasaan eksekutif untuk menentukan mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi tiga hal di atas. Ini untuk menghindari adanya keputusan-keputusan yang dibuat lewat cara-cara yang tidak demokratis. Kelima, pencakupan atas semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan dengan penegakan hukum.

Gaffar (2004:7-9) mengemukakan beberapa indikator apakah sebuah political order merupakan sistem yang demokratik atau tidak, yaitu : Pertama Akuntabilitas, dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua rotasi kekuasaan, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Ketiga rekruitmen politik yang terbuka,  untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekruitmen politik terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

Keempat pemilihan Umum, dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Kelima menikmati hak-hak dasar, dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (freedom of expression), hak untuk berkumpul dan beserikat (freedom of assembly), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of the press).
Menurut Urofsky (2001:2-5), ada 11 prinsif yang telah dikenal dan diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi bertumbuh kembang, yaitu :

1) Prinsif pemerintahan berdasarkan Konstitusi: proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan aturan-aturan tertetu; harus ada cara yang telah disepakati untuk pembuatan dan pengubahan undang-undang, dan area-area tertentu yang disebut sebagai hak-hak individu yang tidak bisa disentuh oleh kehendak mayoritas. Konstitusi adalah sebuah produk hukum, namun pada saat yang bersamaan ia harus lebih sekedar hal itu. Ia adalah dokumen organik dari pemerintahan, yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah.

2) Pemilihan Umum yang Demokratis: sebagus apapun sebuah pemerintahan dirancang, ia tak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya.

3) Federalisme, Pemerintahan Negara Bagian dan Lokal: sebuah negara federal mempunyai sebuah keunikan, dimana kekuasaan dan kewenangan dibagi dan dijalankan oleh pemerintahan lokal, negara bagian, dan nasional. Namun jika model ini tak cocok untuk sebuah negara, tetap ada pelajaran yang bisa dipetik. Semakin jauh suatu pemerintahan dari rakyatnya, maka ia semakin kurang efektif dan semakin kurang mendapat kepercayaan.

4) Pembuatan Undang-undang : Kunci pembuatan hukum (undang-undang) yang demokratis tidak terletak pada tata cara atau bagaimana atau bahkan forum di mana peraturan itu dihasilkan, melainkan pada sifat keterbukaan prosesnya bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat. 

5) Sistem peradilan yang independen : Pengadilan bisa menjadi sangat kuat dalam demokrasi, dan melalui banyak cara ia adalah tangan yang menafsirkan dan memberlakukan aturan-aturan yang ada di konstitusi.

6) Kekuasaan lembaga kepresidenan : Semua masyarakat modern harus memiliki pimpinan eksekutif yang mampu memikul tanggung jawab pemerintahan, mulai dari administrasi sederhana sebuah program sampai menggerakkan angkatan bersenjata untuk membela negara semasa perang.

7) Peran media yang bebas : Yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah media yang bebas surat kabar, jaringan radio dan televisi yang bisa menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan.

8) Peran kelompok-kelompok kepentingan : Pemerintah harus memperhatikan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat baik itu partai politik maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan guna menyampaikan kehendak dan tuntutan rakyat.

9) Hak masyarakat untuk tahu : Dalam demokrasi, pemerintah seharusnya  bersikap terbuka, yang artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua langkah pemerintah harus dipublikasikan, namun rakyat punya hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak  mereka dibelanjakan, apakah penegakan hukum efisien dan efektif, dan apakah wakil-wakil terpilih mereka bertindak secara bertanggungjawab.   

10) Melindungi hak-hak minoritas : Jika ”demokrasi” diartikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besar adalah bagaimana minoritas diperlakukan. Minoritas tidak diartikan sebagai orang-orang yang memilih lawan dari partai yang memenangkan pemilihan umum, melainkan pada mereka yang jelas-jelas berbeda dengan mayoritas karena alasan ras, agama, atau ke-etnisan. 

11)    Kontrol sipil atas militer : Dalam demokrasi, militer bukan hanya harus berada di bawah kontrol kewenangan sipil sepenuhnya, namun ia juga harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa peran tentara adalah sebagai abdi dan bukannya penguasa masyarakat.

2. Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah politik Indonesia, kita setidaknya mengenal empat macam demokrasi, yaitu demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, demokrasi  parlementer (repsentatif democracy) , demokrasi terpimpin (guided democracy), dan demokrasi Pancasila (Pancasila democracy) (Gaffar, 2004:10).

a. Demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan (1945-1949)

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949, ada beberapa hal yang fundemental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia periode ini, yaitu :
1) Political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga ketika kemerdekaan direbut, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki  hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan.
2) Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlementer.
3) Dengan  maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik kita.   

b. Demokrasi parlementer

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Periode pemerintahan dalam masa ini disebut sebagai pemerintahan parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia sebelum masa repormasi. Periode itu dapat disebut juga sebagai “Representative/Participatory Democracy”.

Masa Demokrasi Parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.
1) lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.  Perwujudan kekuasaan parlemen ini  diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatan.
2) akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial.
3) kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sangat besar untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem banyak partai (multy patry system). Ada hampir 40 partai politik yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekruitmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.
4) sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
5) masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak berkurang sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
6) dalam masa pemerintahan parlemeter, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
c. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sejak berakhirnya Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. 

Demokrasi  terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah :
1) Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan  (karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik menarik anatara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
2) Dengan terbentuk DPR-GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi semakin lemah. Sebab DPR-GR kemudian lebih merupakan instrumen politik Presiden Soekarno.
3) Basic human rights menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.
4) Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh Soekarno.
5) Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas.
d.  Demokrasi Pancasila (demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru) 

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1965 samapai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde baru.

Orde Baru memberikan pengharapan baru, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno menjadi lebih demokratik. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, pengganti presiden yang otoriter ternyata seorang otoriter juga.

Ada beberapa indikator demokrasi yang digunakan pada masa demokrasi yang berlabel pancasila ini, yaitu :
1) Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/ walikota, camat dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.
2) Rekruitmen politik tertutup. Political recruitment merupakan proses pengisian jabatan politik dalam penyelewengan pemerintahan negara. Termasuk di dalamnya adalah jabatan eksekutif (Presiden disertai dengan para menteri kabinet), legislatif (MPR, DPR, DPRD, Tingkat I, DPRD Tingkat II), dan jabatan lembaga tinggi lainnya.

3) Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan Umum telah dilangsungkan sebanyak enam kali, dengan frekwensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi, kalau kita mengamati kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia bisa disimpulkan amat jauh dari semangat demokrasi.  

4) Basic human rights. Persoalan ini juga masih merupakan hal yang sangat rumit. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik berkaitan erat dengan implementasi masalah hak-hak asasi manusia. Seperti masalah kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat.
D. Komunikasi Politik Abdurrahman wahid (Gus Dur)

1. Biografi Abdurrahman Wahid
Abdurrahman "Addakhil", demikian nama lengkapnya. Secara leksikal, "Addakhil" berarti "Sang Penakluk", sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya, dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Belakangan kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas" (Barton, Greg. 2004:25)
Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan "darah biru". Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi massa Islam terbesar di Indonesia-dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais 'Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia. (Barton, 2000:26)
Dalam kesehariannya, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu ia juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku yang agak serius. Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, utamanya cerita silat dan fiksi, akan tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen manca Negara tidak liput dari perhatiannya. Disamping membaca, tokoh satu ini senang pula bermain bola, catur dan musik. Dengan demikian tidak heran jika Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya, yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gus Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia.

Disamping dikenal sebagai seorang budayawan, Gus Dur juga merupakan aktor politik yang handal, kecerdikan dan kepintaran Abdurrahman Wahid ini nampak dari cara ia berperan sebagai political player,  Abdurrahman Wahid benar-benar telah menjadi seorang ad-Dakhil. Tidak mengherankan bila berbagai pengharaan telah diperolehnya. Di antaranya pernah menerima penghargaan sebagai Man of The Year 1990 oleh majalah Editor. Abdurrahman Wahid memperoleh penghargaan Magsaysay dari Philipina, lantaran dinilai telah berhasil memainkan peran penting sebagai integrator bangsa, membangkitkan semangat kerukunan antar umat  beragama, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap demokrasi. 

Salim Said dalam Asmawi (1999:155) mengakui bahwa Gus Dur adalah politikus paling ulung. Sejak era 1990-an di Indonesia hanya ada dua politikus sejati, yakni Pak Harto dan Gus Dur. Kini setelah Soeharto tidak lagi terjun dalam politik praktis, tinggal Gus Dur, yang ia anggap politikus paling ulung.

Predikat sebagai political player ulung sebagaimana disebut di atas tentu tidak semuanya sependapat. Mengingat di masyarakat memang ada dikotomi dalam melihat sosok Abdurrahman wahid. Ada yang memandang dengan kagum, sebaliknya ada yang memandang dengan sinisme. Bahkan terkadang lebih dari itu, Abdurrahman wahid tidak jarang dinilai sebagai inkonsisten, sekedar tampil beda,  munafik, agen zionis, anggota Partai Ba’ats (Irak), dan sebutan minor lainnya. Dikotomi penilaian ini tidak ada yang salah selama hal itu tetap dalam kerangka yang kritis dan proporsional, dengan selalu berusaha untuk mengedepankan obyektifitas.

Dianalogikan sebuah gunung, maka pendakian terhadapnya Abdurrahman wahid dengan segala manuver dan kontroversinya hendaklah ditempuh dengan banyak jalur.  Saran ini tentu saja tidak berlebihan, mengingat tanpa melakukan pendakian dari berbagai jalur, yang akan terjadi adalah bias penglihatan.

Sebagai tokoh yang selalu bersikap kontroversi, ke-anehan dan kevokalannya, dengan selalu mengedepankan watak inklusifisme, dan komitmennya dalam upaya menciptakan budaya yang demokratis, apa yang dilakukan Abdurrahman Wahid selama ini tanpaknya menelorkan hasil. Pada tingkat internal warga nahdliyin misalnya, sekarang sudah tumbuh budaya keterbukaan (inklusif), budaya untuk saling menghargai, dan toleran (tasamuh) terhadap perbedaan pendapat, perbedaan agama yang memang ciri khas dari sikap kemasyarakatan Nu. Di samping itu tampilnya Gus Dur  sebagai mantan  PB-NU, telah mengubah lanskap sosiologis yang menempatkan NU dalam kelompok konservatif atau tradisionalis.

Sebelum dipimpin Gus Dur, citra NU yang menonjol adalah sebagai organisasi Islam yang ekslusif dari pengaruh pemikiran kontemporer yang berkembang, konservatif dalam pemahaman keagamaan, dan fundamentalis dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Hanya dalam tiga periode kepemimpinannya, dia berhasil  mengubah citra NU menjadi inklusif, modern, dan moderat. Gus Dur juga sangat bersemangat   dalam memperjuangkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan politik nasional, sementara kata orang, yang bersangkutan belum tentu demokrat dalam pergaulan sehari-hari. Ini mungkin berkaitan dengan tradisi pesantren, di mana posisi kiai tak dapat diganggu gugat dan tidak biasa dikritik. 

Pandangan yang menyebut Abdurrahman Wahid sebagai pejuang demokrasi rasanya tidak berlebihan bila menengok sepak terjang dan pemikirannya yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan penguatan akar civil society. Menurut Gus Dur Demokrasi adalah keadaan tertentu yang memiliki beberapa ciri, antara lain harus bertumpu pada kedaulatan hukum dan memberikan perlakuan yang sama pada semua warga negara di hadapan undang-undang. Ini harus ditunjang oleh kemerdekaan berbicara, kebebasan berpikir dan sikap menghormati pluralitas pandangan. Lebih jauh lagi, ia berarti keharusan memelihara dan melindungi hak-hak pihak minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi semua hal itu mengacu kepada kepentingan umum yaitu kepentingan bersama sebagai bangsa dan negara. Dalam keadaan demokrasi itu berjalan sepenuhnya, orang tidak memiliki ketakutan akan berpendapat atau berkelakuan yang aneh-aneh. Kepentingan bangsa ditentukan oleh mayoritas pemberi suara dalam pemilihan umum yang diandaikan menjadi wahana “kedaulatan rakyat”. (www.gusdur.com)

Tokoh Islam yang sejak awal tidak mau bergabung dengan ICMI ini cendrung menempatkan perjuangan umat hanya sebagai bagian dari perjuangan untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis di negeri ini. Menurutnya, yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana mengokohkan mekanisme politik yang demokratis. Karena itu, ia tak pernah mempersoalkan tentang jumlah orang Islam yang duduk dalam pemerintahan maupun lembaga perwakilan (Afandi,1996:5)

Beberapa sepak terjangnya setidaknya menjadi cerminan dari pemikiran dan obsesinya untuk menciptakan dan membudayakan demokrasi di satu sisi dan terciptanya civil society yang kuat di sisi lain.  Pertama, kasus pencabutan SIUPP Monitor 1990, lantaran polling yang menghebohkan yang dinilai melecehkan Rasulullah Muhammad. Di kata hampir semua ummat Islam mengecam dan menuntut dibrendelnya Monitor, Abdurrahman Wahid justru tampil “membela” dan mengecam keras pembredelan Monitor. Menurutnya dengan menuntut pembredelan Monitor, maka sama artinya memberikan otoritas dan membenarkan perilaku pemerintah ketika itu yang suka melakukan pembrendelan. “Pembelaan” nya terhadap Monitor bukan lantaran Abdurrahman wahid tidak marah atas polling Monitor, namun karena sikap ummat Islam yang terkesan mau main hakim sendiri, termasuk menuntut  pencabutan SIUPP yang sama sekali tidak demokratis.

Kedua, kelahiran ICMI pada tahun 1990 menurut pandangan Abdurrahman Wahid sarat akan nuansa sektarian. Nuansa ini dalam banyak hal menurutnya cukup mengganggu kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karenanya Abdurrahman wahid menolak kehadiran ICMI, termasuk ikatan-ikatan cendikiawan lainnya yang juga mengedepankan primodialisme keagamaan. Respon atas penolakannya ini, selain ditunjukkan dengan sikapnya yang tidak mau bergabung dengan ICMI, juga dengan mendirikan Forum Demokrasi.

 Ketiga, pasca politik “sapu bersih” pemerintah dalam Peristiwa 27 Juli 1996. sesudah peristiwa berdarah ini, suara-suara kritis yang tadinya begitu keras, hilang seketika. Masyarakat juga dibuat ketakutan luar biasa. Dalam suasana mencekam ini, Abdurrahman wahid tampil dengan mendirikan “posko pengaduan” bagi mereka yang merasa kehilangan sanak keluarganya, mengalami kerugian fisik maupun harta benda. Gus Dur sendiri menjadi relawan dalam posko tersebut.

Dan keempat, pembelaannya terhadap kelompok minoritas. Pembelaan terhadap keluarga Kong Hu Chu dalam persidangannya di PTUN  Surabaya, yang kebetulan perkawinannya tidak diakui pemerintah, lantaran mereka tetap bersikukuh hati untuk menggunakan agama mereka, kong Hu Chu, setidaknya menjadi bukti kepedulian Abdurrahman wahid pada kelompok minoritas.

 Sepak terjang Abdurrahman wahid dalam menegakkan demokrasi ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh pemikiran “liar”-nya yang selalu mengedepankan nilai-nilai inklusifisme, selalu berusaha untuk mengambil “jalan tengah” (moderat). 

Abdurrahman Wahid mengartikan demokrasi sebagai kondisi di mana kebebasan berpendapat yang benar-benar dijamin undang-undang, sebab menurutnya, kebebasan merupakan salah satu esensi demokrasi. Adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat, adanya kebebasn berpegian, masuk, dan keluar negeri tanpa harus dikaitkan dengan masalah politik. Orang yang mengeritik pemerintah sekeras apapun, menurut Abdurrahman Wahid bukan merupakan alasan bagi pemerintah untuk melakukan “cekal”. (Abdurrahman Wahid dalam  Murod, 1999:185).

Selain itu, menurut Gus Dur demokrasi juga mensyaratkan beberapa hal, yaitu : pertama rasa tanggung jawab pada kepentingan bersama,  kedua, kemampuan menilik masa depan, dan ketiga, kesediaan berkorban bagi masa depan. Dan ini semua menurut Gus Dur membutuhkan adanya kerelaan, dan keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa harus diberi imbalan karena “kerelaan” inilah sebenarnya hakekat dari demokrasi. Jadi demokrasi adalah sesuatu yang dilakukan dengan rela (dalam  Murod, 1999:158). 
2. Gagasan Gus Dur dalam Komunikasi politik
Pada dasarnya, gagasan besar Abdurrahman Wahid ldalam komunikasi politik lebih diletakkan pada upaya membangun pemikiran liberal mengenai agama, negara dan masyarakat. Gagasan-gagasan liberal terhadap persoalan tersebut merupakan konsekuensi logis dipilihnya paradigma liberal dalam memberikan penafsirannya atas wacana-wacana yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam merespon derasnya arus modernitas, Abdurrahman Wahid lebih banyak bersikap positif dan fleksibel. Bagi Abdurrahman Wahid, watak pluralistik dan multi-kommunal masyarakat Indonesia modern harus dihormati dan dipertahankan dari kecenderungan-kecenderungan sektarianistik. Fakta pada hampir semua realitas kekerasan yang terjadi di negeri ini lebih menonjolkan dimensi sektarian yang anti pluralitas. 

Salah satu yang menonjol dari pemikiran Abdurrahman Wahid adalah kemampuannya untuk mengombinasikan apa yang terbaik di dalam nilai-nilai modernitas dan komitmennya terhadap rasionalitas dan keulamaan maupun kebudayaan tradisional.

Liberalisasi pemikiran Abdurrahman Wahid dapat terlihat secara jelas dalam berbagai bentuk gagasan besarnya, yang dianggap oleh banyak pengamat keluar dari jalur kelaziman, utamanya dari logika arus mainstream yang berkembang pada zamannya. Tidak berlebihan bila Hakim (1993:86) mengatakan bahwa cara untuk memahami pemikiran Abdurrahman Wahid adalah dengan tiga kata kunci, yaitu liberalisme, demokrasi dan universalisme. 

a. Universalitas  Nilai-Nilai kemanusiaan
Salah satu pemikiran Abdurrahman Wahid yang (paling) menonjol adalah komitmennya untuk mengeluarkan gagasan tentang perlunya ditegakkan kemanusiaan dalam masyarakat. Hal ini sebenarnya tampak dalam kesukannya pada musik, utamanya pada musik yang berisikan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan manusia. 

Terlepas dari kegemaran tersebut, pandangan Abdurrahman Wahid tentang nilai kemanusiaan adalah penting untuk dikedepankan. Dalam keseluruhan konstelasi pemikiran Abdurrahman Wahid, pandangan tentang nilai ini telah menjadi titik tolak dalam menelusuri alur atau paradigma pemikirannya. Baginya, penghayatan atas nilai-nilai kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama. Tanpa nilai-nilai tersebut, dunia hanya dipenuhi oleh berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial.   
b. Makna Keadilan dalam Pluralitas  Masyarakat
Abdurrahman Wahid, di samping terkenal dengan konsep humanisme universalnya, ia juga berusaha untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial di tengah masyarakat plural. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang etnisitas dan agama. Prinsip ini seolah sebagai kelanjutan dari visi humanisme yang dikembangkannya yang bersifat universal tanpa memandang sekat-sekat agama. 

Abdurrahman Wahid sangat menginginkan dijunjung tingginya nilai dasar dalam membangun masyarakat, yaitu keadilan, persamaan dan demokrasi. Upaya menjunjung tinggi dasar tersebut adalah meninggalkan formalisasi agama di tengah-tengah masyarakat plural, sebagaimana yang terjadi di indonesia. Baginya, masyarakat seharusnya dirangsang untuk tidak terlalu memikirkan manifestasi simbolik dari agama dalam kehidupan, akan tetapi lebih mementingkan esensinya. Keadilan, baginya, adalah milik semua agama, dan harus ditegakkan oleh umat beragama. 
c. Makna Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat
Persoalan lain yang menjadi perhatian utama dalam pemikiran Gus Dur adalah perihal hubungan agama dan kebudayaan. Sebagaimana hubungan agama dan negara yang masih problematik, bagi Gus Dur dalam konteks ke-Indonesia-an, hubungan antara agama, negara, dan kebudayaan ternyata masih juga memunculkan masalah serius.

Pemikiran tentang relasi agama, negara dan kebudayaan merupakan salah satu perhatian utama pemikiran dan aksi politik Gus Dur, yang sama besarnya dengan persoalan lain. Berbagai problem kebudayaan yang seringkali hadir dalam realitas masyarakat selalu membuatnya gelisah, apalagi ketika problem tersebut dibenturkan dengan keyakinan agama serta diletakkan dalam rangka uniformitas kebudayaan.

Gus Dur memiliki suatu pandangan bahwa kebudayaan sebuah bangsa pada hakikatnya adalah kenyataan yang majemuk dan pluralistik. Penyeragaman atau sentralisasi kebudayaan (sebagaiman yang telah dipraktekkan oleh negara) merupakan suatu tindakan yang dianggapnya tidak berbudaya (Santoso :2004:118). Karenanya, sebuah entitas budaya yang berlingkup lebih luas, seperti kebudayaan sebuah bangsa, haruslah memiliki wajah pluralitas dan menghargai kemajemukan. Gagasannya terhadap persoalan ini adalah perlunya dikembangkan sebuah kebijaksanaan pengembangan desentralisasi kebudayaan.
d. Progresivitas Pemikiran Ke-Islam-an
Pada dasarnya pemikiran liberal dan liberalisasi pemikiran Gus Dur sudah diteliti, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Greg Barton adalah orang yang mungkin pertama kali melakukan penelitian atas pemikiran liberal Gus Dur, yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang monumental ”the Emergence of Neo-modernisme A progressive, Liberal Movement of Islamic thought in Indonensia”. Greg Barton mengemukakan beberapa aspek liberal dalam pemikiran Gus Dur (Santoso :2004:124), baik yang menyangkut tentang kekuatan Islam Tradisional dan sistem pemerintahan, keberaniannya dalam mengatakan kelemahan Islam Tradisional di Indonesia, unsur-unsur dinamisasi pesantren sebagai kekuatan untuk menanggapi lahirnya tantangan moderenitas, pluralisme, maupun persoalan tentang humanitarianisme.

Liberaliasme pemikiran Gus Dur disadari merupakan gaya pikir divergen, yang menjelajah keluar dari cara-cara berpikir konvensional (seperti lazimnya) (Santoso, 2004:124). Gagasan dalam pemikirannya memang cenderung melompat-lompat, sehingga ritmenya sering dipahami tidak beraturan. Tapi mainstream utama yang dibidik adalah agar pemahaman dan pengetahuan keagamaan dan sikap politik umat tidak stagnan. Setiap bentuk pengetahuan dan pemahaman harus bisa dilihat secara kritis sehingga dapat memunculkan kritis atas hal tersebut.

Menurut Mujamil Qomar dalam Santoso (2004:125) bahwa Gus Dur adalah orang yang sangat yakin atas kesempurnaan Islam, tapi ia berbeda dengan pandangan ulama pada umumnya yang mengira bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hidup sudah lengkap dibahas dalam Al-Quran. 

E. Kerangka Pikir

Membicarakan pesan dalam proses komunikasi, tidak lepx  as dari apa yang disebut simbol dan kode, karena pesan yang dikirim komunikator kepada penerima terdiri atas rangkaian simbol.  Selain memiliki kemampuan daya pikir (super rational), manusia juga memilki keterampilan berkomunikasi yang lebih indah dan lebih canggih, sehingga dalam berkomunikasi mereka dapat mempengaruhi orang lain. Dalam mengembangkan pesan dalam proses komunikasi, manusia menyusun kode dan simbol menjadi suatu yang bermakna. 

Gus Dur adalah salah tipe manusia yang mempunyai kecakapan dalam menyusun kode dan simbol menjadi pesan yang dapat mempengaruhi bahkan dapat membingungkan oarang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan pada pesan komunikasi politik Gus Dur dalam mempengaruhi perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda. Pesan komunikasi politik yang dikembangkan Gus Dur difokuskan pada saat menjabat sebagai presiden RI yang ke empat (terhitung sejak tahun 1999 sampai 2001) dikelompokkan dalam dua bagian yaitu pesan komunikasi yang bersifat informatif dan pesan yang bersifat persuasif. Pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan keadaran khalayak. Sedangkan pesan yang bersifat persuasif ditujukan untuk mengubah persepsi, pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. Kerangka Pikir                             
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan  Desain Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok  tertentu, atau untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dengan masyarakat. Sedangkan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di Kalangan Nahdliyin Samarinda. Penelitian ini bersifat survey yang menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

2. Desain Penelitian
Penelitian ini berfokus pada bidang komunikasi politik, yakni pesan komunikasi politik KH. Abdurrahman Wahid dalam gerakan demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya dikalangan nahdliyin Samarinda maka desain penelitian yang digunakan adalah non eksperimental dan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekwensi dan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Juni 2005, walaupun sebenarnya identifikasi awal penelitian telah dilakukan sejak bulan Januari 2005.

Adapun tempat penelitan ini dilaksanakan di kota Samarinda. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Kota Samarinda memiliki corak masyarakat yang masih kental dengan tradisi spiritual Nahdatul Ulama.

2. Kota Samarinda merupakan basis warga NU terbesar di Kalimantan Timur dan diduga pendukung setia KH. Abdurrahman Wahid.
C. Populasi dan Sampel

1. Populasi 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dalam penelitian ini ditentukan bahwa populasi target adalah seluruh warga NU baik yang terlibat langsung dalam organisasi NU maupun yang ada dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan dakwah seperti Pondok Pesantren dan majelis ta’lim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1.  Distribusi Populasi Penelitian Berdasarkan Pesantren dan Warga NU pada Kecamatan Terpilih 

	No.
	Jenis Populasi 
	Jumlah Pesantren/Kecamatan
	Jumlah 

	1

2
	Warga Pesantren

Warga Non-Pesantren 
	8 Pesantren

3 Kecamatan
	1244

563

	Jumlah
	11
	1807




Sumber : Kantor Depag Kota Samarinda

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 1807 populasi, terdapat 1244 orang yang berasal dari 8 (tiga) tempat pesantren yang terpilih dan 563 lainnya adalah warga NU non-pesantren dari 3 (tiga) kecamatan terpilih. 

2. Sampel 

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah warga NU yang aktif dalam pendidikan dan keagamaan. Sedangkan yang dijadikan informan kunci adalah Pengamat Politik, Pengurus NU, Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren.

 Untuk menentukan ukuran jumlah sampel didasarkan pada tabel Krejcie dengan tingkat kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh mempunyai tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi. Berdasarkan tabel Krejcie, bila populasi 1807 maka sampelnya 317.
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Proportionate Ramdom Sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah populasi. Untuk mengetahui proporsi sampel berdasarkan jumlah populasi warga NU di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Proporsi Populasi pada warga Pesantren dan Non Pesantren

	No.
	Jenis Populasi
	Jumlah Populasi
	Proporsi sampel (%)

	1

2
	Warga Pesantren

Warga Non-Pesantren
	1244

563
	68.84

31.16

	Jumlah
	1807
	100.00


Sumber : Kantor Depag Kota Samarinda 

Berdasarkan tabel di atas, proporsi jumlah warga pesantren yang dijadikan sampel adalah 68.84% sedangkan proporsi jumlah warga non-pesantren sebesar 31.16%. Untuk mengetahui jumlah sampel yang diturunkan dalam setiap proporsi bentuk kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Sampel Penelitian Berdasarkan Proporsi Populasi 

	No.
	Populasi 
	Proporsi (%)
	Jumlah Sampel

	1

2
	Warga Pesantren

Warga Non-Pesantren
	68.84

31.16
	218

99

	Jumlah
	100.00
	317


Sumber :  Kantor depag Kota samarinda

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah sampel warga NU untuk pesantren adalah 218 orang dan sampel dari warga NU non-pesantren adalah 99 dengan jumlah keseluruhan sampel adalah 317 orang.
D. Pengumpulan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut :

a. Dokumentasi, yakni mengarsifkan dan mencatat data secara langsung dari dokumen dan media massa  yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Kuesioner yaitu membuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada kalangan Nahdliyin Samarinda. Kuesioner ini berhubungan dengan perilaku kalangan Nahdliyin setelah menerima pesan politik Gus Dur.

c. Interview (wawancara), yaitu melakukan wawancara langsung terhadap sejumlah informan kunci guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan warga NU.

d. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diedarkan pada sejumlah responden terpilih.
2. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskrtipsikan gaya  komunikasi Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  dalam gerakan demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya di kalangan warga NU Samarinda.          

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
 teknik analisis sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

bertujuan untuk mendiskripsikan gaya komunikasi Politik KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  dalam gerakan demokrasi di Indonesaia dan latar belakangnya.

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan Metode Regresi 

Untuk mengetahui pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan warga NU di Samarinda digunakan Rumus Uji Analisis Regresi Berganda dengan empat prediktor sebagai berikut :


Y’ = a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4   

Dimana :


Y’
=  Perilaku Kalangan Warga NU di Samarinda

a
= Harga Y’ bila X = 0 (harga konstan)

b
= Angka atau arah yang menunjukkan peningkatan atau penurunan varibel dependen (kalangan warga NU di Samarinda) yang didasarkan pada variabel independen (pesan komunikasi Gus Dur)
bX1
= Pesan Komunikasi Kemanusiaan

bX2
= Pesan Keadilan dalam Pluralitas dalam Masyarakat

bX3
= Pesan Komunikasi Kebudayaan dalam Masyarkat

bX4
= Pesan komunikasi Progresive Pemikiran Ke-Islam-an

E. Variabel Penelitian
Pada topik penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel bebas (Independent Variabel) dan variabel terikat (Dependent Variabel). Yang termasuk variabel bebas adalah pesan komunikasi Gus Dur, sementara indikator variabel bebas. Sedangkan variabel terikat adalah Kalangan Nahdliyin Samarinda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

Gambar 3. Variabel Penelitian

[image: image4]
F. Konsep Operasional

Untuk lebih jelasnya konsep operasional penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pesan Komunikasi adalah simbol atau kode yang dikirim komunikator (Gus Dur) kepada penerima (Kalangan Nahdliyin) dengan menggunakan media tertentu. Pesan ini dapat berbentuk :

a. Pesan bersifat Informatif adalah pesan yang ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak

b. Pesan bersifat Persuasif adalah pesan yang bertujuan untuk mengubah persepsi, pendapat, sikap dan perilaku khalayak.

Indikator pesan komunikasi Gus Dur adalah :

· Jelas


: (3)

· Kurang Jelas

: (2)

· Tidak Jelas

: (1)

2. Emosional (emotional appeal) adalah cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. 

3. Janji-janji (Reward Appeal) adalah  cara penyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. 
4. Motivasi (Motivational Appeal) adalah teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu.

5. Homuris (Humoris Appeal) adalah teknik penyusunan pesan yang dilakukan dengan humor, sehingga penerimaan pesan khalayak tidak merasa jenuh. 

6. Perilaku Kalangan Nahdliyin adalah reaksi yang ditimbulkan setelah menerima pesan komunikasi politik Gus Dur. Indikatornya adalah :

· Memaklumi dan Membela

: (3)

· Memaklumi



: (2)

· Menentang



: (1)

7. Warga Nahdliyin yang dimaksud adalah ummat Islam berpegang teguh pada aliran Ahlussunah wal jamaa’ah dan salah satu imam dari empat majhab yang mu’tabar.  

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Kota Samarinda
Sejarah Kota Samarinda sangat erat hubungannya dengan sejarah Kerajaan Gowa. Pada saat pecah perang Gowa, pasukan Belanda di pimpinan Laksamana Speelman memimpin angkatan laut menyerang Makassar dari laut, sementara itu, sekutu Belanda dari Kerajaan Bone yang bernama Arupalaka membantu menyerang dari darat. Akhirnya kerjaan Gowa dapat dikalahkan dan Raja Gowa Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjajian yang dikenal dengan ”Perjanjian Bongayya” pad tanggal 18 November 1667.(www.Samarinda.co.id.)

Pada saat perjanjian dilaksanakan, sebagian orang-orang Bugis Wajo dan Makasar tidak mau tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian tersebut. Mereka tetap meneruskan perjuangan melawan Belanda, sebagian dari mereka meninggalkan pulau Sulawesi menuju pulau lainnya diantaranya ke daerah Kerajaan Kutai. Kedatangan orang Bugis dan Makasar diterima baik oleh Sultan Kutai.

Atas kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan antara orang Bugis Makassar dan Raja Kutai, rombongan orang Bugis Samarinda diberi lokasi yang terletak di Kampung Melantai untuk dijadikan perkampungan baru. Kampung   Melantai merupakan daerah dataran rendah yang sangat baik untuk usaha pertanian, perikanan, dan perdagangan. 

Di kampung Melantai, semua rombongan memilih tempat tinggal di sekitar Muara Karang Mumus (daerah Selili Seberang). Daerah ini sangat sulit untuk jangkau melalui jalur pelayaran karena daerah arus yang berputar sekitar sungai Karang Mumus. 

Orang Bugis dan Makasar membangun rumah rakit yang sama tinggi berada di atas air. Keadaan rumah ini melambangkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, apakah itu rakyat biasa atau bangsawan semua mempunyai derajat yang sama. Diperkirakan dari istilah inilah, lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan ”Samarenda” kemudian mengalami perubahan ejaan menjadi ”Samarinda”.

Orang-orang Bugis dan Makassar yang bermukin di Samarinda sejak tahun 1668 tepatnya pada bulan Januari 1668. Bulan dan tahun tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Samarinda. Hari jadi kota Samarinda telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 Tahun 1988.

2. Kondisi Geografi

Secara adminisratif kota Samarinda berfungsi sebagai ibukota propinsi Kalimantan Timur. Kota ini terletak antara 0º21’18”-1º09’16” Lintang Selatan dan 116º15’36”-117º24’16”Bujur Timur. 
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara,  sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah Barat Kutai Kartanegara. Daerah ini terletak sekitar Khatulistiwa dengan iklim tropis, disamping terletak pada pesisir pantai. Kelembaban udaranya berkisar antara 77-90 persen, curah hujan 144 hari, temperature udara sekitar 26,5° -29,8° c dan rata-rata kecepatan angin 4 km/jam.

Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 660,23km persegi atau 0,28% dari luas Kalimantan Timur, Secara administratif kota Samarinda terbagi atas enam (6) kacamatan dan 41 kelurahan dan 43.378 RT

Tabel 4. Prosentase Luas Daerah Menurut Kecamatan di kota Samarinda Tahun 2004
	No
	Kecamatan
	Desa/Kelurahan
	Luas  (Km² )

	1

2. 

3.
	Samarinda Seberang

Palaran

Samarinda Ilir

Samarinda Utara

Samarinda Ulu

Sungai Kunjang


	-

Loa Janan Ilir

Sungan Keledang

Baka Dalam

Mesjid

Harapan Baru 

-

Handil Bakti

Simpang Pasir

Rawa Makmur

Bukuan

Bantuas

-

Pasar Pagi

Pelabuhan

Karang Mumus

Selili

Sungai Dama

Sungai Kapih

Pulau Atas

Sambutan 

Sidomulyo

S. Pinang Luar

Makroman

Sindang Sari

Sidodamai

-

S. Pinang Dalam

Temindung Permai

Lempake

Sungai Iring

Pelita

-

Teluk Lerong Ilir

Jawa

Bugis

Sidodadi

Air Putih

Dadi Mulya

Gunung Kelua

Air Hitam

-

Loa Buah

Loa Bakung

Karang Asam

Lok Bahu

Teluk Lerong Ulu
	40,48

13,91

4,63

9,03

2,20

10,71

151,04

41,08

313,84

10,33

29,43

38,36

89,70

0,48

0,99

0,49

2,14

0,47

8,43

16,98

27,51

1,21

0,88

23,85

5,78

0,50

251,52

19,96

5,78

53,31

87,85

1,33

58,26

0,96

1,14

0,68

1,94

22,13

1,18

2,97

27,26

69,23

14,22

14,45

7,61

29,60

3,15

	Jumlah
	
	660,23


Sumber : Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda, 2004
Dari ke enam kecamatan yang ada di kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara adalah yang terluas wilayahnya yaitu dengan luas 251,52km², menyusul Kecamatan Palaran dengan luas wilayah 151, 04 km². Kecamataan Samarinda Ilir menduduki urutan ke tiga sebagai kecematan terluas di Kota Samarinda dengan luas wilayah 89,70km², kemudian Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas wilayah 669,23km².  Kecamatan Samarinda Ulu mempunyai luas wilayah 58,26 km², dan yang terakhir adalah kecamatan Samarinda Seberang dengan luas wilayah 40,48 km².

3. Keadaan Demografi
Setiap penduduk suatu daerah selalu mengalami perubahan, demikian pula yang dialami oleh kota Samarinda. Perubahan penduduk tidak hanya disebabkan oleh tingkat kelahiran (fertilitas) melainkan juga kematian (mortalitas) dan migrasi netto. Migrasi netto adalah selisih antara jumlah penduduk yang masuk dan yang keluar dari daerah yang bersangkutan. Kedua fakor ini menyebabkan pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi dalam pembangunan, akan tetapi jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan, maka suatu saat akan berbalik menjadi ancaman dan kesulitan yang akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri termasuk generasi di masa mendatang. Untuk itulah diperlukan perencanaan dan pengendalian penduduk yang terpadu dan terarah, sehingga masalah sosial ekonomi dapat teratasi .

Penduduk kota Samarinda tahun 2004 tercatat sebanyak 676.441 jiwa yang yang tersebar pada enam (6) kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Seberang, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 . Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Samarinda tahun 2004

	No.
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk
	Kepadatan Penduduk

	
	
	
	Penduduk/km²
	RT/km²

	1

2

3

4

5

6
	Samarinda Seberang

Palaran

Samarinda Ilir

Samarinda Utara

Samarinda Ulu

Sungai Kunjang
	171.508

37.397

99.646

117.853

170.558

79.479
	920

227

968

489

5.942

1.375
	200

58

234

100

1.336

352

	Jumlah
	676.441
	780
	177


Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka, 2004

Tabel 5 menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang terbanyak di Kota Samarinda adalah Kecematan Samarinda Ulu dengan jumlah penduduk 100.558 dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 5.942 km2, disusul oleh Kecamatan Samarinda Ilir dengan jumlah penduduk 99.646 dan tingkat kepadatan penduduk 968km2, Kecamatan Sungai Kunjang menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk 79.473 dan tingkat kepadatan penduduk 1.375 km2, urutan kelima adalah Kecamatan Samarinda Seberang dengan jumlah penduduk 71.508 dan tingkat kepadatan penduduk 920 km2, dan Kecamatan Palaran adalah kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk yang sedikit dibandingkan dengan 5 kecamatan lainnya di Kota Samarinda dengan total penduduk 34.307 dan tingkat kepadatan penduduk 227 km2. 

Tabel 6. Penduduk Kota Samarinda menurut kelompok umur, Tahun 2004
	Kelompok Umur
	Laki-laki
	Perempuan

	0 – 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60+
	12,67

10,24

9,29

9,08

9,79

12,83

9,26

8,38

5,69

4,88

3,07

1,48

3,34
	10,91

8,37

9,12

12,25

13,34

12,90

9,40

8,26

4,33

3,39

1,93

1,59

5,56

	Jumlah
	100,00
	100,00


Sumber : Kota Samarinda dalam Angka, tahun 2004

Penduduk Kota Samarinda sangat beragam jika dilihat dari segi agama, namun tidak berarti perbedaan agama tersebut membuat mereka tidak melakukan hubungan dengan orang yang beraal dari agama atau kepercayaan lain. Di bawah adalah tabel yang menggambarkan keragaman agama yang dianut masyarakat di Kota Samarinda :

Tabel 7. Penduduk Kota Samarinda Menurut Agama dan Kepercayaan

	No.
	Agama
	Jumlah

	
	
	Orang
	%

	1

2

3

4

5

6
	Islam

Katolik

Protestan

Hindu

Budha 

Lainnya 
	598.576

47.437

19.476

998

9.787

167
	88,49

7,01

2,88

0,15

1,44

0,02

	Jumlah
	676.441
	100,00


Sumber : Sumber : Kota Samarinda dalam Angka, tahun 2004

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 676.441 jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2004, terdapat 598.576 orang atau 88,49% yang memeluk Agama Islam, 47.437 orang atau 7,01% yang memeluk agama Katolik, 19.476 orang atau 2,88% yang memeluk  agama Protestan, 998 orang atau 0,15% yang memeluk agama Hindu, 9.787 orang atau 1,44 yang memeluk agama Budha, dan 167 orang atau 0,02 lainnya memeluk agama selain agama tersebut di atas.

B. Karakteristik Responden

a. Umur 

Kalangan Nahdliyin Samarinda yang dijadikan reponden pada umumnya mempunyai klasifikasi tingkatan umur yang bergam. Pada tingkatan umur, penulis klasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu ; tingkatan umur antara 17-22 tahun, antara 23-28 tahun, 29-34 tahun, umur 35-40 tahun, dan 41 tahun ke atas. 

Gambar 4 menjelaskan bahwa dari 317 responden dalam penelitian, terdapat 182 orang atau 57,41% yang memiliki tingkatan umur 17-22 tahun, 68 orang atau 21,45 % yang mempunyai tingkatan umum antara 23-28 tahun, 42 orang atau 13,25 % yang mempunyai tingkatan umur antara 29-34 tahun, 14 orang atau 4,42 %  antara 35-40 tahun, dan 11 orang atau 3,47% responden lainnya yang mempunyai tingkatan umur 41 ke atas.
Gambar 4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkatan Umur    Kota Samarinda Tahun 2005
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Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005  

Dengan demikian, sebagian besar Kalangan Nahdlyin yang dijadikan responden dalam penelitian sebagian besar dalam usia yang produktif yaitu umur antara 17 – 40 tahun sebanyak 292 orang atau 92,11% dan 11 orang atau 3,47% lainnya berumur 41 ke atas. Dalam usia tersebut, seseorang dapat melakukan serangkaian kegiatan yang cepat dan tepat,hal ini didukung oleh faktor pisik dan psikis yang kuat. Bahkan pada umur tersebut ’the life is began’ yang artinya kehidupan baru dimulai. Maksud dimulai disini adalah kehidupan dapat ditata dengan dengan baik dan terencana karena didukung oleh kedua factor tadi.

b. Jenis Kelamin

Kalangan Nahdliyin Samarinda yang dijadikan responden dalam penelitian umumnya mempunyai proporsi yang seimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 5. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin   Kota Samarinda Tahun 2005
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Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005

Gambar 5 memperlihatkan bahwa dari 317 responden dalam penelitian, terdapat 126 orang atau 39,75% yang berjenis kelamin laki-laki, dan 191 orang atau 60,25% lainnya berjenis kelamin perempuan.

Tabel di atas menjelaskan bahwa proporsi kalangan nahdliyin di Kota Samarinda yang dijadikan responden adalah lebih banyak perempuan. Proporsi   jumlah responden perempuan lebih banyak dari laki-laki disebabkan karena sebagian besar responden berasal dari pesantren yang santrinya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki.
c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini beragam, dimana penulis klaifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu tidak/tamat SD, SLTP/Tsanawiyah, SLTA/Aliyah, dan Tingkat Pendidik D3/Sarjana, seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 6. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan   Kota Samarinda Tahun 2005
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Gambar 6 menggambarkan bahwa terdapat 15 orang atau 4,73% yang mempunyai tingkat pendidikan tidak/tamat sekolah dasar, 61 orang atau 19,24% mempunyai tingkat pendidikan SLTP/Tsanawiyah, 192 orang atau 60,57% yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA/Aliyah, dan 49 orang atau 15,46% responden lainnya mempunyai tingkat pendidikan D3/sarjana.

Gambar di atas menjelaskan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan kalangan Nahdliyin di Kota Samarinda yang dijadikan responden dalam penelitian adalah SLTP dan SLTA yaitu mencapai 253 orang atau 79,81% dari total jumlah responden. Hal ni disebabkan karena sebagain besar responden adalah pesantren yang mempunyai pendidikan setingkat SLTP dan SLTA.

Kalangan NU, baik di Kota Samarinda maupun di luar sering diidentifikasi sebagai sebuah komunitas yang dicirikan oleh tradisi yang berbasis pesantren. Dalam banyak hal, secara sosiologi pesantren di kategorikan sebagai sebuah subkultur dalam masyarakat karena ciri-cirinya yang unik, seperti adanya cara hidup yang dianut dan tata nilai yang diikutinya, serta hirarki kekuasaan tersendiri yang ditaati sepenuhnya.

Sebagian kompleks pesantren yang ada di Kota Samarinda, khususnya pesantren tradisional berada di tengah-tengah masyarakat. Sementara sebagian lainnya, khusus pesantren modern, mengambil lokasi yang terpisah dari kehidupan masyarakat di sekitarnya, sehingga terhindar dari kemungkinan masuknya pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pendidikan. Pada kebanyakan pesantren di Kota Samarinda, hampir seluruh kompleks merupakan milik pribadi kiai, sebagian lainnya bersumber dari wakaf seseorang yang sengaja diberikan kepada kiai yang bermaksud memimpin pesantren.
d. Perkejaan

Kalangan Nahdliyin Samarinda yang dijadikan responden penelitian pada umumnya pelajar dan mahasiswa, seperti yan terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  Pekerjaan  Kota Samarinda Tahun 2005
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Gambar 7 menjelaskan bahwa dari 317 responden, terdapat 186 orang atau 58,68% adalah pelajar, 36 orang atau 11,36% adalah Mahasiswa, 26 orang atau 8,20% yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan swasta, dan 69 orang atau 21,77 responden lainnya berprofesi sebagai wiraswasta.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kalangan Nahdliyin di Kota Samarainda yang dijadikan responden dalam penelitian mempunyai pekerjaan sebagi pelajar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari responden adalah kalangan pesantren. Selain sebagai pelajar, kalangan Nahdliyin juga berprofesi sebagai swasta dan pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Keadaan pekerjaan responden yang beragam ini menunjukkan bahwa selain aktif di Organisasi Nahdatul Ulama (NU), kalangan Nahdliyin di Kota Samarinda juga aktif atau bekerja pada instansi lain.

C. Komunikasi Politik Gus Dur dalam Gerakan Domokrasi Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kalangan Nadliyin di Samarinda

Komunikasi politk adalah proses interaksi politik yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia politik dan bertukar informasi melalui simbol-simbol.

Seperti halanya dengan proses komunikasi lainnya, komunikasi politik menggambarkan tindakan komunikasi dengan menjawab pertanyaan seperti siapa, mengatakan apa, kepada siapa, dan dengan saluran apa.

Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengatakan apa (pesan komunikasi politik Gus Dur dalam gerakan demokrasi di Indonesia), kepada siapa (kalangan Nahdliyin di Kota Samarinda), dan dengan saluran apa (media yang digunakan).

1. Pesan Komunikasi Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi di Indonesia

Salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian utama  Abdulrrahman Wahid (dalam tulisan ini lebih banyak menggunakan Gus Dur) adalah bagaimana relasi agama dan negara dalam konteks membangun demokrasi di Indonesia. Gagasan ini menjadi gagasan makro Gus Dur jika menjelaskan hubungan agama dan negara dalam konteks ke-Indonesia-an. Pola relasi yang hendak dijelaskannya tidaklah berdasar pada prespektif teologi keagamaan, melainkan juga atas konsttruksi fakta yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut KH. Fahruddin Wahab, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan (wawancara 15 Juni 2005) bahwa : “Penerimaan konsep demokrasi adalah pilihan logis yang Abdulrrahman Wahid dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam”. 
Lebih lanjut Menurut KH. Lukman Hakin, Pimpinan Pondok Pesantren Mujahiddin (wanwancara 16 Juni 2005) Pemimpin Pesantren Pondok mengatakan bahwa :

“seperti yang dijelaskan oleh Gus Dur ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi : pertama, Islam adalah agama hukum, artinya agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, mulai dari pemegang jabatan tertinggi sampai rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan ‘Amruhum syuraa bainahum’, artinya perkara-perkara mereka dibicarakan diantara mereka. Dengan demikian terdapat tradisi membahas dan tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka yang diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu perpandangan memperbaiki kehidupan. Kehidupan umat manusia itu tarafnya tidak boleh tetap, harus ada peningkatan agar bisa menghadapi kehidupan selanjutnya.
Uraian di atas menjelaskan bahwa agama Islam dalam prespektif yang demikian merupakan sumber nilai bagi penegakan demokrasi. Artinya demokrasi adalah implementasi dari ajaran agama Islam.

Menurut KH. Lukman Hakin, Pimpinan Pondok Pesantren Mujahiddin (wanwancara 16 Juni 2005) Pemimpin Pesantren Pondok mengatakan bahwa :

 “Dalam konteks pemikiran Gus Dur mengatakan bahwa salah satu sebab yang menghambat kipra demokrasi di kalangan lembaga dan kelompok keagamaan adalah perbedaan hakikat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Sebuah agama senantiasa bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan oleh Kitab Suci-nya. Pola pikir ini pada akhirnya menganggap bahwa hanya ada satu jenis agama kebenaran yang dapat diterima sebuah agama, yaitu kebenaran ajarannya sendiri. Mengubah makna teologis tersebut yang dianggap sebagai perubahan terhadap suatu yang dianggap mutlak dan abadi, sedangkan menurut Gus Dur dalam demokrasi, justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai masyarakat”.
Dari uraian di atas, agama dan demokrasi seolah harus menempatkan diri sebagai dua hal yang bertolak belakang. Misalnya kasus perpindahan agama, yang dalam hukum Islam berarti penolakan kepada kebenaran konsep Allah sebagai Zat Yang Mahabesar, karenanya tidak dapat dibenarkan. Sementara dalam demokrasi, keyakinan atau kebenaran merupakan hak individual warga masyarakat, dan demikian justru harus ditegakkan dengan konsekuensinya adanya hak bagi warga untuk berpindah agama.

Lebih tegas KH. Ahmad Junaidi, Pimpinan Pesantren Al Arsyadi (wawancara 18 Juni 2005) mengatakan bahwa :

“Kecenderungan Gus Dur dalam menegakkan domorasi di Indonesia dapat dilihat dari pendapatnya yang mengatakan bahwa isu demokrasi inilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Ia dapat mengubaha ketercerai-beraianke arah masing kelompok, menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Dengan demikian proses demokrasi itu dapat menjadi tumpuan harapan dari mereka yang menolak pengagamaan negara  , sekaligus juga memberikan tempat bagi agama, bahwa kalau suatu masyrakat demokratis, Islam (demikian juga nilai keagamaan lainnya) akan terjamin. 

Dari uraian di atas, Gus Dur tidak berupaya meminggirkan nilai agama dalam pendapat tersebut, melainkan hanya memberikan kontribusi tentang betapa pentingnya menegaggkan demokrasi tanpa harus mengikatkan diri pada formalisasi agama. Tanpa formalisasi agama pun, demokratisasi sesungguhnya memrupakan bagian integral dari nilai agama.

Gus Dur mencoba mengajukan suatu tesis menarik perihal bagaimana seharusnya agama memberikan kontribusi terhadap kehidupan demokratisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Lebih tegas KH. Ahmad Junaidi, Pimpinan Pesantren Al Arsyadi (wawancara 18 Juni 2005) mengatakan bahwa :

“Gus Dur memanadang demokrasi sebagai alat untuk menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal usul etnis, agama, jenis kelamin, dan bahasa ibu. Sedangkan tiap agama tentu lebih dahulu cenderung untuk mencari perbedaan atas dasar hal tersebut, minimal setiap agama memiliki kekhususannya tersendiri, yang secara mendasar harus ditundukkan kepada kepentingan bersama seluruh bangsa, apalagi diinginkan agama tersebut dapat menjunjung demokrasi. Dengan demikian fungsi tranformatif yang dibawakan oleh agama bagi demokratisasi kehidupan masyarakat harus bermula dari transformasi eksterem yang tidak bertumpu pada transformasi intern lingkungan lembaga atau kelompok keagamaan itu hanyalah merupakan sesuatu yang dangkal dan temporer saja”

Uraian di atas menjelaskan bahwa yang menjadi kendala bagi Gus Dur dalam menegakkan demokratisasi dalam masyarakat ketika berhadapan dengan agama adalah adanya tafsir keagamaan yang cenderung memandang segala sesuatu secara hitam-putih. Agama baru dapat memberikan sumbangan bagi proses demokratisasi manakala ia berwatak membebaskan. Asumsinya adalah bahwa agama sesungguhnya berwatak demokratis, tetapi watak tersebut seringkali direduksi oleh umatnya melalui berbagai bentuk tafsiran yang tidak membebaskan.

Untuk membuktikan bahwa Gus Dur adalah salah satu tokoh yang sangat memperhatikan tegaknya demokrasi di Indonesia, KH. Abdul Malik, Pimpinan Pesantren An Nur (wawancara 24 Juni 2005) mengatakan bahwa :

“Gus Dur perpendapat bahwa demokrasi menuntut adanya kesanggupan untuk melihat masyarakat secara keseluruhan (utuh), tanpa harus dipertentangkan, baik dari sisi suku, ras, budaya, bahasa, dan terlebih dalam hal agama. Bahwa perbedaan ideologi, ras, tingkat pendapatan ekonomi, agama, tidak berarti masyarakat berbeda dalam prinsipnya, melainkan hanya pada penampilan pisik dan kepentingan”

Uraian di atas semakin mengukuhkan Gus Dur tentang konsep demokrasi yang diperjuangkannya. Bahwa demokrasi adalah ciptaan, bukan dilahirkan sebagai kensekuensi logis atas penerimaan berbagai bentuk perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Demokrasi harus ditegakkan dan diciptakan tanpa diskriminasi, atau tanpa melibatkan unsur-unsur yang memang sejak awal diciptakan untuk berbeda.
Prespektif demokrasi yang dikembangkan GuS Dur di atas mejadikan sebagai sosok fenomenal, unik sekaligus luar biasa. Pesan yang dilontarkan memang cenderung mengagetkan banyak orang, terlibih orang yang terbiasa hidup dengan menganggap sikap dan pikirannya sebagai kebenaran satu-satunya.

Pola pikir yang cenderung berbeda dalam diri Gus Dur  memang selalu dianggap aneh dan kontroversial dalam alur logika umum. Adapun pokok pemikiran pesan Gus Dur yang dituangkan dalam berbagai media dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Tema Pokok Pemikiran Gus Dur 

	No.
	Tema Pokok
	Jumlah
	Keterangan Tulisan

	1
	Pandangan tentang dunia pesantren
	70 buah
	Termasuk tema pesantren vs modernisasi dan pengembangan masyarakat

	2
	Pribumi Islam
	43 buah
	Termasuk tema pembaruan Islam

	3
	Keharusan demokrasi
	43 buah
	Termasuk tema civil society dan pemberdayaan ekonomi

	4
	Finalitas negara bangsa Pancasila
	73 buah
	Termasuk tema hubungan NU, negara dan agama 

	5
	Pluralisme agama
	31 buah
	Termasuk tema Islam toleran dan inklusif

	6
	Humanitarianisme universal
	72 buah
	Termasuk tema HAM, gender, dan lingkungan hidup

	7
	Antropologi kiai
	24 buah
	Sebagian besar berbentuk kolom


Sumber : Redaksi INCRes (2000:38) 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dalam mengembangkan pikirannya tentang demokrasi di Indonesia, Gus Dur menulis ratusan buku dan artikel yang membahas berbagai tema sentral. Dari berbagai tema tersebut, diterbitkan dalam berbagai media cetak seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 9. Jumlah Tulisan Gus Dur dengan Berbagai Bentuknya

	No.
	Bentuk Tulisan
	Jumlah
	Keterangan

	1
	Buku 
	12 buah
	Terdapat pengulangan tulisan

	2
	Buku Terjemahan
	1 buah
	Bersama Hasyim Wahid

	3
	Kata Pengantar Buku
	20 buah
	-

	4
	Epilog Buku
	1 buah 
	-

	5
	Antologi Buku
	41 buah
	-

	6
	Artikel 
	263 buah
	Di berbegai majalah, surat kabar, jurnal, dan media massa

	7
	Kolom 
	105 buah
	Di berbagai majalah

	8
	Makalah 
	50 buah 
	Sebagian besar tidak dipublikasikan 

	Jumlah 
	493 buah
	


Sumber : Redaksi INCRes (2000:35) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 493 buah tulisan yang dihasilkan oleh Gus Dur terdapat 368 buah yang dipublikasikan melalui majalah, surat kabar, jurnal, dan media massa.

2. Pemilihan Media 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologis memandang bahwa dalam komunikasi antarmanusia, maka media yang paling dominan adalah pancaindera selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan.

Efektifikas komunikasi politik di lingkungan kaum nahdliyin di Kota Samarinda, salah satunya berkaitan dengan adanya kemasan agama dalam pesan-pesan yang disampaikan seperti halnya dengan dimensi pesan, nuansa agama juga dapat melekat pada penggunaan dimesi media. Pesan komunikasi politik Gus Dur dapat dikelompokkkan ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu pesan kemanusiaan, pesan keadilan dalam pluralitas masyarakat, pesan kebudayaan dalam pluralitas masyarakat, dan pesan progresivitas pemikiran Ke-Islam-an. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Klasifikasi Pesan Gus Dur yang Diterima Oleh Kalangan Nahdliyin Kota Samarinda.

	No.
	Kategori Pesan
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	%

	1

2

3

4
	Pesan Kemanusiaan

Pesan Keadlian dalam Pluralitas Masyarakat

Pesan Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat

Pesan Progresivitas Pemikiran Ke-Islaman-an
	109

89

69

50
	34,38

28,08

21,77

15,77

	Jumlah
	317
	100,00


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 317 responden, terdapat 109 atau 34,38% yang memilih pesan kemanusiaan Gus Dur sebagai wacana yang menarik simpati dan perhatian mereka, terdapat 89 orang atau 28,08% yang memilih pesan keadilan dalam pluralitas masyarakat yang manarik simpati mereka, terdapat 69 orang atau 21,77% yang menyatakan bahwa pesan kebudayaan dalam pluralitas masyarakat yang menarik simpati mereka, dan terdapat 50 orang atau 15,77% yang memilih pesan progrevitas pemikiran ke-Islam-an sebagai pesan yang menarik simpati.

Tabel 11. Tabulasi Silang antara Pesan Komunikasi Politik Gus Dur dengan Serapan Isi Pesan Nahdliyin Samarinda
	Pesan Komunikasi Politik Gus Dur
	Serapan Isi Pesan Nahdliyin Samarinda
	Jumlah

	
	Tinggi
	Sedang
	Rendah
	

	Pesan Kemanusiaan
	90
	181
	46
	317

	Pesan Keadlian dalam Pluralitas Masyarakat
	94
	176
	47
	317

	Pesan Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat
	77
	181
	59
	317

	Pesan Progresivitas Pemikiran Ke-Islaman-an
	92
	180
	45
	317


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Tabel di atas menjelaskan bahwa untuk pesan politik Gus Dur yang bersifat pesan pemanusiaan, dari 317 responden terdapat 90 orang yang menyatakan bahwa pesan tersebut sangat dimengerti (tinggi), 181 orang yang menyatakan pesan tersebut dimengerti (sedang), dan 47 orang yang menyatakan bahwa pesan tersebut kurang dimengerti (rendah). Untuk pesan yang bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat, dari 317 responden terdapat 94 orang yang menyatakan sangat mengerti (tinggi), 176 orang yang menyatakan mengerti (sedang), dan 47 orang yang menyatakan kurang mengerti (rendah). Untuk pesan yang bersifat kebuadayaan dalam pluralitas masyarakat, dari 317 responden terdapat 77 orang  yang menyetakan sangat mengerti (tinggi), 181 orang yang menyatakan mengerti (sedang), dan 59 orang lainnya yang menyatakan kurang mengerti (rendah). Untuk pesan komunikasi yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an, dari 317 responden terdapat 92 orang yang menyatakan sangat mengerti (tinggi), 180 orang yang menyatakan mengerti (sedang), dan 45 lainnya  yang menyatakan kaurang mengerti (rendah).
Penggunaan media dalam menerima pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan Nahdliyin Samarinda sangat beragam, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 12. Distribusi Responden berdasarkan Penggunaan Media Komunikasi Sebagai Sumber Penerimaan Pesan Politik Gus Dur (pesan yang bersifat kemanusiaan) di Kalangan Nahdliyin Samarinda

	No.
	Sumber Informasi
	Sering
	Jarang
	Tidak Pernah
	Jumlah

	
	
	Orang
	%
	Orang
	%
	Orang
	%
	Orang
	%

	1
	Televisi
	237
	74,76
	80
	25,24
	0
	0,00
	317
	100

	2
	Radio
	102
	32,18
	195
	61,51
	20
	6,31
	317
	100

	3
	Surat kabar
	73
	23,03
	227
	71,61
	17
	5,36
	317
	100

	4
	Majalah
	25
	7,87
	213
	67,19
	79
	24,42
	317
	100

	5
	Buku
	12
	3,79
	193
	60,88
	112
	35,33
	317
	100


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Tabel di atas menunjukkan bahwa Kalangan Nahdliyin paling sering menerima pesan komunikasi melalui televisi. Dari 317 kalangan Nahdliyin yang diteliti, terdapat 237 orang atau 74,76% yang menyatakan sering, 80 orang atau 25,24% yang menyatakan jarang, dan tidak ada yang menyatakan tidak pernah.

Radio adalah media terbesar kedua sebagai sumber pesan komunikasi Gus Dur. Dari 317 kalangan Nahdliyin yang diteliti, terdapat 102 orang atau 32,18% yang menyatakan sering, 195 orang atau 61,51% yang menyatakan jarang, dan 20 orang atau 6,31% yang menyatakan tidak pernah. Demikian pula dengan surat kabar, 73 orang atau 23,03% yang menyatakan sering, 227 orang atau 71,61 yang menyatakan jarang, dan 17 orang atau 5.36% yang menyatakan tidak pernah.

Majalah juga merupakan sumber mendapatkan pesan komunikasi politik Gus Dur. Dari 317 kalangan Nahdliyin yang diteliti, terdapat 25 orang atau 7,87% yang menyatakan sering, 213 orang atau 67,19 orang yang menyatakan jarang, dan 19 orang atau 24,42% yang menyetakan tidak pernah. Begitupun dengan media buku, dari 317 responden, terdapat 12 orang atau 3,79% yang menyetakan sering, 193 orang atau 60,88% yang menyetakan jarang, dan 112 orang atau 35,33% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 13. Distribusi Responden berdasarkan Penggunaan Media Komunikasi Sebagai Sumber Penerimaan Pesan Politik Gus Dur (pesan bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat) di Kalangan Nahdliyin Samarinda

	No.
	Sumber Informasi
	Sering
	Jarang
	Tidak Pernah
	Jumlah

	
	
	Orang
	%
	Orang
	%
	Orang
	%
	Orang
	%

	1
	Televisi
	211
	66,56
	89
	28,08
	17
	5,36
	317
	100

	2
	Radio
	96
	30,28
	190
	59,94
	31
	9,78
	317
	100

	3
	Surat kabar
	91
	28,71
	209
	65,93
	17
	5,36
	317
	100

	4
	Majalah
	40
	12,62
	219
	69,09
	58
	18,29
	317
	100

	5
	Buku
	32
	10,09
	173
	54,57
	112
	35,33
	317
	100


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 (lima) media komunikasi, televisi adalah media yang paling sering digunakan oleh kalangan Nahdliyin Kota Samarinda dalam menerima pesan politik Gus Dur (pesan keadilan dalam pluralitas masyarakat) yaitu 211 orang atau 66,56%, media kedua adalah radio yaitu terdapat 96 orang atau 30,28%, media surat kabar 91 orang atau 28,71%, media majalah 40 orang atau 12,62% dan media buku 32 orang atau 10,09%.
Tabel 14. Distribusi Responden berdasarkan Penggunaan Komunikasi Sebagai Sumber Penerimaan Pesan Politik Gus Dur (pesan kebudayaan dalam pluralitas masyarakat) di Kalangan Nahdliyin Samarinda

	No.
	Sumber Informasi
	Sering
	Jarang
	Tidak Pernah
	Jumlah

	
	
	Orang
	%
	Orang
	%
	Orang
	%
	Orang
	%

	1
	Televisi
	187
	58,99
	91
	28,71
	39
	12,30
	317
	100

	2
	Radio
	82
	25,86
	174
	54,89
	61
	19,24
	317
	100

	3
	Surat kabar
	53
	16,72
	210
	66,25
	54
	17,03
	317
	100

	4
	Majalah
	29
	9,15
	199
	62,77
	89
	28,08
	317
	100

	5
	Buku
	34
	10,73
	230
	72,56
	53
	16,72
	317
	100


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 5 (lima) media yang digunakan oleh kalangan Nahdliyin Kota Samarinda, media televisi paling sering yaitu terdapat 187 orang atau 58,99% yang menyatakan mendapat pesan Gus Dur (pesan Kebudayaan dalam pluralitas masyarakat),  kemudian diikuti oleh media radio yaitu 82 orang atau 25,86%, kemudian media surat kabar yaitu 53 orang atau 16,72%, media majalah 29 orang atau 9,15%, dan Buku 34 orang atau 10,73%.

Tabel 15. Distribusi Responden berdasarkan Penggunaan Komunikasi Sebagai Sumber Penerimaan Pesan Politik Gus Dur (pesan progresivitas pemikiran ke-Islam-an) di Kalangan Nahdliyin Samarinda

	No.
	Sumber Informasi
	Sering
	Jarang
	Tidak Pernah
	Jumlah

	
	
	Orang
	%
	Orang
	%
	Orang
	%
	Orang
	%

	1
	Televisi
	177
	55,84
	99
	31,23
	41
	12,93
	317
	100

	2
	Radio
	52
	16,40
	201
	63,41
	64
	20,19
	317
	100

	3
	Surat kabar
	101
	31,86
	157
	49,53
	59
	18,61
	317
	100

	4
	Majalah
	42
	13,25
	245
	77,29
	30
	9,46
	317
	100

	5
	Buku
	87
	27,44
	202
	63,72
	28
	8,83
	317
	100


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) media, televisi paling sering digunakan kalangan Nahdliyin Kota Samarinda dalam mendapatkan pesan (pesan progresivitas pemikiran ke-Islam-an) yaitu terdapat 177 orang atau 55,84%, kemudian radio dengan jumlah 52 orang atau 16,40%, surat kabar 101 orang atau 31,25%, majalah dengnan 42 orang atau 13,225%, dan buku dengan 87 orang atau 27,44%.
Kecenderungan kalangan Nahdliyin di Samarindah dalam memilih media sebagai sarana untuk mengetahui informasi politik Gus Dur diperjelas oleh Lebih tegas KH. Ahmad Junaidi, Pimpinan Pesantren Al Arsyadi (wawancara 18 Juni 2005) mengatakan bahwa :

”Kebanyakan dari santri kami mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan media surat kabar dan majalah yang telah tersedia di ruang perpustakaan, selain itu kami menyediakan televisi diruang tamu. Untuk nonton televisi kami memberikan waktu tertentu dengan tujuan para santri tidak terganggu dalam pendidikan’’

Uraian di atas menjelaskan bahwa media yang paling sering digunakan oleh kalangan Nahdliyin adalah surat kabar, majalah dan telivisi.

Media komunikasi sebagai sumber informasi tentang pesan komunikasi politik Gus Dur sangat berpengaruh terhadap kalangan Nahdliyin setelah menerima informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan informasi yang diterima jelas, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Distribusi Kejelasan Isi Pesan Komunikasi Politik Gus Dur pada Kalangan Nahdliyin Samarinda
	No.
	Kategori
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	%

	1
	Jelas
	207
	65,30

	2
	Kurang jelas
	92
	29,02

	3
	Tidak jelas
	18
	5,68

	Jumlah
	317
	100,00


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 317 responden dalam penelitian, terdapat 207 orang atau 65,30% yang menyatakan bahwa informasi yang diterima jelas, 92 orang atau 29,02% yang menyatakan kurang jelas, dan 18 orang atau 5,68% lainnya yang menyatakan tidak jelas. Kalangan Nahdliyin Samarinda pada umumnya memiliki daya serap yang tinggi terhadap pesan komunikasi politik Gus Dur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17. Distribusi Serapan Isi Pesan Komunikasi Politik Gus Dur pada Kalangan Nahdliyin Samarinda
	No.
	Kategori
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	%

	1
	Tinggi
	258
	81,39

	2
	Sedang
	48
	15,14

	3
	Rendah
	11
	3,47

	Jumlah
	317
	100,00


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Tabel di atas mengindikasikan bahwa dari 317 responden dalam penelitian, terdapat 258 orang atau 81,39% yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pesan, 48 orang atau 15,14% yang menyatakan sedang, dan 11 orang atau 3,47% yang menyatakan kurang menyerap informasi politik Gus Dur.

Tingginya serapan isi pesan yang diterima oleh kalangan Nahdliyin Samarindah disebabkan karena setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya akan didiskusikan baik dalam bentuk diskusi kelompok antara santri maupun diskusi antara santri dengan guru atau kiai. Hal ini diperjelas oleh KH. Buchori Noer, Pimpinan Pondok Pesantren Syaikhona Kholil (wawancara 25 Juni 2005 mengatakan bahwa :

“Informasi yang diserap oleh para santri khsususnya yang berhubungan dengan kegiatan kalangan Nahdliyin akan didiskusikan dan selajutnya akan dicari jalan keluarnya.  

Uraian di atas menjelaskan bahwa informasi yang diserap oleh santri selanjutnya akan diberikan pengertian oleh para guru atau kiai. Dengan demikian informasi yang masuk akan disaring sehingga hal-hal yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan pesantren atau organisasi kalangan Nahdliyin kurang mempunyai peluang dalam mempengaruhi para santri.

D. Perilaku Kalangan Nahdliyin dalam Menerima Pesan Gus Dur

Kesan yang diperlihatkan kalangan Nahdlilyin setelah menerima pesan politik komunikasi Gus Dur dapat diketahui melalui perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. 

Pengetahuan dapat dianggap sebagai suatu cita yang menjadi dasar bagi keputuan-keputusan yang diambil. Pengetahuan tersebut merupakan bagian kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dengan diri pribadi manusia. Setiap orang bertingkah laku sesuai dengan seperangkat pengetahuan, baik pengetahuan yang sudah merupakan hasil pemikiran dan tertulis maupun yang belum.
Kalangan Nahdliyin mengalami perubahan pengetahuan setelah menerima pesan komunikasi politik Gus Dur, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18. Distribusi Responden berdasarkan Perubahan Pengetahuan Sebagai Efek dari Pesan Komunikasi Politik Gus Dur pada Kalangan Nahdliyin Samarinda 
	No.
	Kategori
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	%

	1
	Tahu
	220
	69,40

	2
	Kurang tahu
	69
	21,77

	3
	Tidak tahu
	28
	8,83

	Jumlah
	317
	100,00


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 317 responden dalam penelitian, terdapat 220 orang atau 69,40% yang menyatakan tahu pesan komunikasi pollitik Gus Dur setelah menerima pesan, 69 orang atau 21,77% yang menyatakan kurang tahu, dan 28 orang atau 8,83% yang menyatakan tidak tahu.

Sikap adalah kondisi internal pada diri seseorang yang diorganisir dalam bentuk prinsip, sebagai hasil evaluasi yang dilakukan terhadap suatu obyek baik yang terdapat di dalam maupun di luar dirinya. Dalam banyak hal, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan atau ideologi, orang bisa berubah sikap karena melihat bahwa apa yang tidak dipercaya tidak benar. Karena itu ia berubah sikap untuk mengganti dengan kepercayaan lain.

Kalangan Nahdliyin pada umumnya mengalami perubahan sikap sebagai efek dari pesan politik Gus Dur, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 19. Distribusi Perubahan Sikap Sebagai Efek dari Pesan Komunikasi Politik Gus Dur pada Kalangan Nahdliyin Samarinda
	No.
	Kategori
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	%

	1
	Yakin
	275
	86,75

	2
	Kurang yakin
	42
	13,25

	3
	Tidak yakin
	-
	-

	Jumlah
	317
	100,00


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005

Tabel di atas menunjukkan bahwa, terdapat 275 orang atau 86,75% yang menyatakan mengalami perubahan sikap dengan menyakini pesan komunikasi politik Gus Dur, 42 orang atau 13,25% yang menyatakan kurang yakin, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak yakin terhadap pesan komunikasi Gus Dur.  
Perilaku berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Hal ini dapat diketahui melalui perilaku yang konsisten dengan nilai tersebut. contoh perilaku yang dapat diketahui melalui tindakan manusia adalah menolak, mendemonstrasikan, atau menghindari.

Perubahan perilaku responden dikategorikan dalam 3 bentuk yaitu menetang, memaklumi, dan memaklumi dan membela pesan komunikasi politik Gus Dur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20. Distribusi Perubahan Perilaku sebagai Efek dari Pesan Komunikasi Politik Gus Dur pada Kalangan Nahdliyin di Samarinda 

	No.
	Kategori
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	%

	1
	Menentang
	3
	0,95

	2
	Memaklumi
	23
	7,26

	3
	Memaklumi dan Membela
	291
	91,79

	Jumlah
	317
	100,00


Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 317 responden dalam penelitian, terdapat 3 orang atau 0,95% yang menyatakan menentang pesan komunikasi politik Gus Dur, 23 orang atau 7,26% yang menyatakan memaklumi, dan 291 orang atau 91,79% yang menyatakan memaklumi dan siap membela pesan Gus Dur jika ada yang menentang.

E. Pengaruh Pesan Komunikasi Politik Gus Dur terhadap Perilaku Kalangan Nahdliyin Samarinda 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Hasil Analisis pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda.
	Model
	R
	R Square
	t-Test
	Prob.
	SR
	SE

	1. B.Kemanusiaan
2. B. Keadilan
3. B.Kebudayaan

4. B. Progresivitas
	0,5158

0,4993

0,4157

0,2993
	0,2660

0,2493

0,1728

0,0895
	6,0720

5,4990

5,1650

3,7911
	0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
	29,81

28,86

24,03

17,30
	23,18

22,44

18,68

13,46

	Jumlah
	
	0,7776
	
	
	100,00
	77,76


Sumber : Hasil analisis data primer, 2005

Berdasarkan tabel di atas, dapat buat model perkiraan variabel pesan komunikasi yang bersifat kemanusiaan (X1), yang bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat (X2), yang bersifat pesan kebudayaan dalam pluralitas masyarakat (X3), dan pesan yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an (X4) terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 4.7214 + 0.5158X 1 + 0.4993X 2  + 0.4157X 3 + 0.2993X4
Hasil regresi ini menunjukkan bahwa variabel pesan komunikasi yang bersifat kemanusiaan (X1), yang bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat (X2), yang bersifat pesan kebudayaan dalam pluralitas masyarakat (X3), dan pesan yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an (X4) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda. Ini berarti bahwa setiap kenaikan pada salah satu atau keempat variabel tersebut akan diikuti oleh kenaikan perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda. Sebaliknya, setiap penurunan yang terjadi pada salah satu atau keempat variabel bebas tersebut akan diikuti oleh penurunan perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda.

F. Analisis dan Pembahasan

1. Komunikasi Politik Gus Dur dalam gerakan Demokrasi di Indonesia

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa demokrasi merupakan salah satu tema besar dalam pemikiran politik Gus Dur. Aksi pemikiran dan gerakan sosial yang selama ini dimainkan tidak pernah bergeser dari gagasan besarnya untuk menciptakan demoratisasi dalam masyarakat. 

Agama dalam perpektif Gus Dur merupakan sumber nilai bagi penegakan demokrasi. Artinya demokrasi adalah implementasi dari ajaran agama, tanpa harus menyebutkan formulasinya dalam formulasi agama. 

Prespektif demokrasi yang dikembangkan GuS Dur di atas menjadikan sebagai sosok fenomenal, unik sekaligus luar biasa. Pesan yang dilontarkan memang cenderung mengagetkan banyak orang, terlebih orang yang terbiasa hidup dengan menganggap sikap dan pikirannya sebagai kebenaran satu-satunya.

Dalam penelitin ini, penulis akan menganalisis komunikasi politik Gus Dur dalam gerakan Demokrasi di Indonensia dan pengaruhnya pada kalangan Nahdliyin Samarinda. Analisis pertama ditujukan pada sumber media yang digunakan oleh kalangan Nahdliyin Samarinda dalam menerima pesan, analisis kedua adalah perilaku kalangan Nadliyin Samarinda setelah diterpa informasi politik Gus Dur, dan analisis ketiga adalah mengetahui hubungan antara pesan komunikasi Gus Dur dan pengaruhnya terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda.

Pada dasarnya politik pemikiran Gus Dur bisa dipahami sebagai produk dari pergumulan intensifnya dengan tiga kepedulian utama, yaitu : revitalisasi khazanah Islam tradisional ahlussunnah wal Jama’ah, khususnya kurang dipahami dan dikembangkan oleh NU, keterlibatan dalam wacana dan kiprah modernitas, dan pencarian jawaban atas persoalan konkret yang dihadapi umat Islam di Indonesia.

Yang pertama terlihat bahwa sejak awal pemikirannya, kata kunci yang sering dipakai Gus Dur adalah ’dinamisasi’. istilah dinamisasi yang digunakan Gus Dur merupakan sebuah terebosan kreatif, lewat kahazanah Islam tradisional dapat digali untuk menjawab tantangan-tantangan dunia modern, termasuk di bidang politik. Islam tradisional yang sering dianggap konservatif, oleh Gus Dur justru dianggap sebagai salah satu kelompok yang paling siap mengantisipasi perubahan dalam masyarakat di Indonesia.

Salah satu nilai yang berhasil didinamisasikan Gus Dur dalam melakukan pembaharuan di bidang politik adalah komitmen kemanusiaan (humanitarianism, insaniyyah) yang ada dalam ajaran Islam. Menurut Hakim (1993: 90) bahwa dalam pandangan Gus Dur, nilai kemanusiaan digunakan sebagai dasar bagi penyelesaian tuntas persoalan utama kipra politik umat, yakni posisi komunitas di dalam sebuah masyarakat modern dan pluralistik di Indonesia. Humanistik Islam pada intinya menghargai sikap toleran dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap kerukunan sosial (social harmony).
Modus keberadaan  politik yang diperjuangkan oleh Gus Dur secara konsisten adalah komitmen terhadap sebuah tatanan politik nasional yang dihasilkan oleh proklamasi kemerdekaan, di mana semua warga negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang asal usul agama, ras, etnis, bahasa dan jenis kelamin. Konsekuensinya, politik umat Islam di Indonesia terikat dengan komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusivisme, sektarianisme dan previlege-previlege politik harus dijauhi. Termasuk disini adalah pemberlakukan ajaran melalui negara dan hukum formal, demikian pula ide proporsionalitas dalam perwakilan di lembaga-lembaga negara. Tuntunan semacam ini jelas berlawan dengan asas kesetaraan (egalitarianism) bagi warga negara.

Implikasi lain dari komitmen terhadap asas kesetaraan ini adalah penolakan Gus Dur terhadap ide pembentukan masyarakat dan negara Islam sebagai tujuan politik umat di Indonesia. Menurutnya, kedua ide tersebut pada prinsipnya memiliki persamaan tujuan : formalisasi ajaran dalam masyarakat lewat perangkat hukum. Ini berarti keinginan untuk menegakkan sebuah komunitas politik yang ekslusif di luar jangkauan hukum dan objektiv yang diberlakukan kepada seluruh warga negaranya. Ini terang tidak konsisten dengan semangat UUD 1945 yang hanya mengakui komunitas politik tunggal yaitu warga negara Indonesia. Karenanya, bagi Gus Dur, seperti dikemukakan oleh Douglas (dalam Afandi 1996 :92) sebuah masyarakat Islam tidak perlu ada di negeri ini. Yang harus diperjuangkan oleh umat dalam politik adalah sebuah masyarakat Indonesia dimana ’umat Islam yang kuat, dalam pengertian berfungsi dengan baik’ sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain.
a. Sumber media yang Digunakan Kalangan Nadliyin dalam Memperoleh Pesan Komunikasi Politik Gus Dur di Samarinda

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Komunikator harus memilih media atau saluran komunikasi yang efesien untuk menyampaikan pesan. 

Media adalah perluasan alat indera manusia. Dengan kata lain kehadiran media dalam komunikasi tidak lain dari upaya untuk melakukan perpanjangan dari telinga dan mata, misalnya telepon adalah perpanjangan telinga, televisi adalah perpanjangan mata. Pendapat tersebut dikenal sebagai teori perpanjangan indera (sense extension theory). Olehnya, dapat dikatakan, media merupakan alat untuk menyalurkan berbagai pesan bagi manusia dalam masyarakat dan perkembangannya pun kian hari kian meningkat.

 Perkembangan media massa  tersebut sangat pesat, termasuk di negara kita. Perubahan-perubahannya begitu cepat berlangsung terutama dari segi teknologi. Seiring dengan itu, pola pemikiran manusia pun semakin berkembang.


Revolusi komunikasi saat ini tengah berlangsung. Teori-teori dasar yang ada selama ini banyak yang harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hal ini media dapat dibagi dalam tiga bentuk :

1. Pertama, media yang menyalurkan ucapan (the spoken words), termasuk juga yang berbentuk bunyi, yang sejak dahulu sudah dikenal dan dimanfaatkan sebagai medium yang utama dan hanya dapat ditangkap oleh telinga dinamakan juga the audio media (media dengar). Media yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah gendang, kentongan (alarm block), telephon dan radio.
2. Kedua, media yang menyalurkan tulisan (the printed writing) dan hanya dapat ditangkap oleh mata, disebut the visual media (media pandang). Media yang masuk dalam golongan ini, antara lain prasasti, selebaran, pamflet, poster, brosus, baliho, spanduk, surat kabar, majalah, dan buku.
3. Ketiga, yang menyalurkan gambar hidup dan karena dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus disebut the audio visual media (media pandang dengar). Media yang termasuk dalam bentuk ini adalah film (termasuk video) dan televisi.
Selain itu media juga sering dibedakan antara media antarpersona (antar pribadi) seperti telepon, surat dan telegram dengan media massa seperti pers, radio, film, dan televisi. Kemudian dengan perkembangan teknologi muncul media baru yang dikenal sebagai media interaktif melalui komputer yang sering juga disebut internet (international networks). Internet adalah sesungguhnya penggabungan antara komputer, telepon dan televisi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaian besar kalangan Nahdliyin Samarinda menerima pesan komunikasi politik Gus Dur melalui media televisi, radio, dan surat kabar. Sedangkan media majalah dan buku sangat jarang digunakan.

Kekuatan pesan Gus Dur tercermin sedikitnya dalam lima hal, yaitu (1) kemampuan Gus Dur berkomunikasi dan Berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh, (2) keleluasaan yang diarahkan kepada warga Nu dan pesantren di daerah untuk mengambil sikap pragmatis dan hubungannya dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan oportunis, (3) kemampuan dalam memfasilitasi proses intelektualtas secara radikal di kalangan anak muda NU dengan mengembangkan tema pemikiran yang liberal dan universal, (4) kemampuan dalam menjaga citra keunggulan di mata jama’ah NU, dan (5) keseriusan mendorong proses demokratisasi bersama dengan kekuatan masyarakat lain dari lintas suku, agama, dan golongan. Bagi kalangan nahdliyin, posisi Gus Dur mencerminkan kesungguhannya dalam mewujudkan ajaran rahmatan lil’alamin.
Wacana agama menjadi kemasan yang dominan dalam proses komunikasi politik yang di kembangkan oleh Gus Dur, karena ia memang merupakan cermin dari organisasi yang menjadi latar belakang utamanya. Pesan-pesan politiknya memberikan kesan kuat sebagai pesan-pesan agama yang disampaikan melalui proses simbolisasi politik dalam nuans a agama. Hal ini memberikan efek kesan yang mudah diterima kalangan Nahdliyin, karena proses pembentukan suasananya yang dipandang relevan dengan suasana psikologis setiap partisipan komunikasi yang terlibat. Menurut Mulyana dalam Muhtadi (2004:195) pesan tergantung pada konteks fisik/ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Demikian pula figur komunikator yang menjadi juru bicara utama komunikasi politik Gus Dur selalu memperlihatkan warna ganda yang diperankan, antara pemimpin politik dan pemimpin agama.

Dalam konteks seperti ini, agama menjadi simbol yang dapat memperlicin proses komunikasi untuk menemukan keasmaan-kesamaan rujukan dan pengalaman di antara pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Lambang atau simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Ia meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku (pesan non-verbal), dan obyek yang maknanya disepakati bersama. Kata ’ishlah’ misalnya yang sering digunakan dalam pesan komunikasi politik Gus Dur, lebih muda diterima oleh kalangan muslim pada umumnya dan kalangan Nadliyin pada khususnya daripada kata ’rekonsiliasi’.
b. Perilaku Kalangan Nahdliyin dalam Menerima Pesan Gus Dur
Dalam prespektif interakasi simbolik, perilaku manusia muncul melalui proses pemaknaan terhadap obyek disekitarnya. Menurut George H. Mead dalam Muhtadi (2004:196) bahwa orang-orang sebagai peserta komunikasi bersifat aktif, reaktif, dan kreatif dalam menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. 

Perilaku politk kalangan Nahdliyin yang konsisten mendukung pesan politik Gus Dur tidak lebih dari pemaknaan terhadap isyarat-isyarat politik yang berlangsung secara aktif, reflektif, dan keratif. Perubahan-perubahan perilaku kalangan Nahdliyin berlangsung sejalan dengan perubahan-perubahan politik yang melingkupinya. Sedangkan makna agama yang digunakan untuk menjustifikasi perilaku tersebut muncul karena ketersediaan bahan rujukan yang dimiliki para pelaku politik, serta kuatnya ikatan emosional dengan ’lambang-lambang’ agama yang telah akrab dalam kesadaran hidupnya.

Dalam konteks inilah, warna agama telah memberikan cirinya yang khas dalam perjalanan politik Gus Dur, meskipun secara umum hampir semua kekuatan sosial politik di Indonesia menggunakan agama sebagai kendaraan politik yang ditungganginya.

Berkenaan dengan lambang-lambang komunikasi yang digunakan Gus Dur dalam aktivitas politiknya, sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa Gus Dur memilih tema agama sebagai salah atu kendaraan komunikasi politiknya, pertama alasan kultur internal massa NU yang memang berakar dari tradisi pesantren dan kaum tradisional. Bagi kalangan pesantren, tema-tema di luar agama tidak termasuk agenda penting dalam kehidupannya. Sebaliknya, ’bahasa agama’ dapat dengan mudah dicerna komunitas tersebut meskipun esensi pesan-pesan yang dikandungnya tidak termasuk pada tema agama dalam arti yang terbatas. Karena itu kampanye pembangunan yang dialamatkan pada komunitas pesantren seringkali dilakukan dengan menggunakan ’bahasa agama’, melalui momentum keagamaan, serta dengan menampilkan tokoh agama sebagai aktor komunikannya.

Kedua, alasan latar belakang masyarakat beragama di Indonesia, dengan komposisi mayoritas umat Islam. Secara sosiologis, agama merupakan intrumen sensitif yang dapat menjadi alat pengikat masyarakat, ekalipun menjadi sumber perbedaan yang dapat memicu komplik.  Dalam konteks komunikasi, khususnya untuk kepentingan pembentukan opini publik, dua kenyataan tersebut di atas merupakan faktor potensial yang digunakan sebagai saluran penyebaran pesan-pesan komunikasi politik Gus Dur.

Karena karakteristik sensitif yang dimiliki, agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyampaikan pesan apa pun bagi kalangan Nahdliyin. Agama secara tidak langsung memiliki wacana yang memungkinkan sesuatu provokasi dapat mudah tersosialisasi. Lebih-lebih pada masyarakat beragama yang didominasi oleh dimensi-dimensi emosional, seperti umumnya kaum pesantren, apa pun yang menyentuh kesadaran religus atau keyakinannya dapat mengubah keyakinan itu menjadi perilaku yang agresif. Itulah sebabnya tema-tema agama yang dikemas dalam pesan-pesan komunikasi politik Gus Dur selalu diangkat. Untuk menyebutkan beberapa contoh, hampir setiap momentum politik nasional, istilah-istilah agama seperti ’istighosa’, doa bersama, silaturahmi, dan jihad banyak digunakan Gus Dur yang menghiasi media massa.

Faktor-faktor yang memperkuat sosok Gus Dur sebagai komunikator politik adalah karena kekuatan kharisma yang menyebabkan munculnya kepengikutan massa secara irrasional. Otoritas Gus Dur sebagai tokoh karismatik berperan sebagai sumber inspirasi di antara pengikutnya, sehingga pesan-pesan yang disampaikan akan diterima secara seksama. Sebagai contoh pada saat Gus Dur menyatakan dukungan Ibu Megawati sebagai calon presiden (padahal sebelumnya NU tidak memperbolehkan kaum wanita menjadi pemimpin), kalangan Nadliyin (khususnya pesantren) langsung  memberikan dukungan. Kalangan tersebut akan mengatakan ’kuning’ pada sesuatu yang sebetulnya bukan ’kuning’ jika Gus Dur telah mengatakan bahwa sesuatu itu adalah kuning. Komunikasi irrasional seperti ini, dalam banyak hal, tentu akan berdampak pada peningkatan efek kepengikutan massa secara siginifkan. Simbol-simbol komunikasinya ditafsirkan secara subjektif sesuai dengan konteks lingkungan pada saat berlangsungnya komunikasi.

Umumnya kalangan Nahdliyin menganggap sosok Gus Dur sangat istimewa. Figur Gus Dur bukan hanya karena kata-katanya yang megandung fatwa agama, tetapi kehadirannya secara fisik pun dipandang sebagai sumber keberkahan bagi para jamaahnya. Keyakinan seperti ini terlihat, misalnya pada pemandangan keramaian setiap kali penyelenggaraan muktamar atau momentum-momentum lain yang menjadi arena perkumpulan para kia. Mereka datang dari berbagai pelosok desa, mereka lawan teriknya panas matahari dan tidak lagi memperdulikan barisan pengaman berseragam loreng ataupun aparat keamanan lainnya, hanya untuk dapat melihat Gus Dur untuk memperoleh barokah.

c. Pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan nahdliyin Samarinda.
Hasil analisis regresi pada tabel 21, memperlihatkan koefisien regresi variabel pesan komunikasi yang bersifat kemanusiaan (X1) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar 0.5158 dengan nilai t hitung = 6.072 dan probabilitas 0.000. ini menjelaskan bahwa variabel pesan komunikasi yang bersifat kemanusiaan (X1) memiliki pengaruh linier dan positif (searah) yang signifikan terhadap terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan skor pesan komunikasi yang bersifat kemanusiaan sebesar satu satuan, akan meningkatkan perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda sebesar 0.8158 satuan. Sebaliknya setiap penurunan skor pesan komunikasi yang bersifat kemanusiaan sebesar satu satuan, akan menurunkan perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda sebesar 0.5158 dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda.
Hasil analisis regresi pada tabel 21, memperlihatkan koefisien regresi variabel pesan komunikasi yang bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat (X2) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar 0.4993 dengan nilai t hitung = 5.4990 dan probabilitas 0.000. ini menjelaskan bahwa variabel pesan bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat (X2) memiliki pengaruh linier dan positif (searah) yang signifikan terhadap terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan skor pesan komunikasi yang bersifat bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat sebesar satu satuan, akan meningkatkan perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda sebesar 0.4993 satuan. Sebaliknya setiap penurunan skor pesan komunikasi yang bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat sebesar satu satuan, akan menurunkan perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda sebesar 0.4993 dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda.
Hasil analisis regresi pada tabel 21, memperlihatkan koefisien regresi variabel pesan komunikasi yang bersifat kebudayaan dalam pluralitas masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar 0.4157 dengan nilai t hitung = 5.1650 dan probabilitas 0.000. ini menjelaskan bahwa variabel pesan komunikasi yang bersifat kebudayaan dalam pluralitas masyarakat (X3) memiliki pengaruh linier dan positif (searah) yang signifikan terhadap terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan skor pesan komunikasi yang bersifat kebudayaan dalam pluralitas masyarakat sebesar satu satuan, akan meningkatkan perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda Sebesar 0.4157 satuan. Sebaliknya setiap penurunan skor pesan komunikasi yang bersifat kebuayaan dalam pluralitas masyarakat sebesar satu satuan, akan menurunkan perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda sebesar 0.4157 dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda.
Hasil analisis regresi pada tabel 21, memperlihatkan koefisien regresi variabel pesan komunikasi yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an (X4) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar 0.2993 dengan nilai t hitung = 3.7911 dan probabilitas 0.000. ini menjelaskan bahwa variabel pesan komunikasi yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an (X4) memiliki pengaruh linier dan positif (searah) yang signifikan terhadap terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan skor pesan komunikasi yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an sebesar satu satuan, akan meningkatkan perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda Sebesar 0.2993 satuan. Sebaliknya setiap penurunan skor pesan komunikasi yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an sebesar satu satuan, akan menurunkan perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda sebesar 0.2993 dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda.
BAB V

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pesan komunikasi politik Gus Dur dalam demokrasi Indonesia dan pengaruhnya terhadap kalangan Nahdliyin Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
A. Kesimpulan

1. Pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nahdliyin di Samarinda dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu: (a)  pesan kemanusiaan. (b) pesan keadilan dalam pluralitas masyarakat. (c) pesan kebudayaan dalam pluralitas masyarakat, dan (d) pesan progrevitas pemikiran ke-Islam-an..

2. Perilaku Kalangan Nahdliyin dalam Menerima Pesan Gus Dur. Dalam konteks inilah, warna agama telah memberikan cirinya yang khas dalam perjalanan politik Gus Dur, Karena karakteristik sensitif yang dimiliki, agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyampaikan pesan apa pun bagi kalangan Nahdliyin. Agama secara tidak langsung memiliki wacana yang memungkinkan sesuatu provokasi dapat mudah tersosialisasi. Lebih-lebih pada masyarakat beragama yang didominasi oleh dimensi-dimensi emosional, seperti umumnya kaum pesantren, apa pun yang menyentuh kesadaran religus atau keyakinannya dapat mengubah keyakinan itu menjadi perilaku yang agresif. Itulah sebabnya tema-tema agama yang dikemas dalam pesan-pesan komunikasi politik Gus Dur selalu diangkat. 

3. Hasil analisis pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda menghasilkan variabel pesan komunikasi yang bersifat kemanusiaan (X1) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar 0.5158 dengan nilai t hitung = 6.072 dan probabilitas 0.000. variabel pesan komunikasi yang bersifat keadilan dalam pluralitas masyarakat (X2) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar 0.4993 dengan nilai t hitung = 5.4990 dan probabilitas 0.000. variabel pesan komunikasi yang bersifat kebudayaan dalam pluralitas masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar 0.4157 dengan nilai t hitung = 5.1650 dan probabilitas 0.000. variabel pesan komunikasi yang bersifat progresivitas pemikiran ke-Islam-an (X4) berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda (Y) sebesar 0.2993 dengan nilai t hitung = 3.7911 dan probabilitas 0.000. Dengan demikian variabel pesan politik Gus Dur yang bersifat kemanusiaan paling berpengaruh terhadap perilaku kalangan Nahdliyin Kota Samarinda.
B. Saran-saran
1. Dalam memberikan penafsiran yang logis terhadap pesan politik yang dilakukan oleh Gus Dur harus dipahami dari tiga sudut, yaitu Gus Dur sebagai tokoh agama, budayawan, dan tokoh politik. Sebenarnya tindakan Gus Dur lebih banyak yang logis dan kohirent ketimbang yang membingunkan. Akan tetapi pesan atau tidakan yang membingunkan lebih bernilai menjadi pemberitaan media, maka kesan yang ditangkap oleh umum adalah bahwa seluruh tindakan beliau dianggap kontroversial.

2. Selain pemberitaan melalui media seperti televisi, radio, dan surat kabar, banyak saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kepada kalangan Nahdliyin. Saluran komunikasi yang bertumpu pada bentuk face to face communication (tatap muka secara langsung) lebih menguntungkan karena adanya kedekatan emosional. Dengan adanya pendekatan yang bernuansa spritual dan pertemuan yang cenderung bersifat informal akan mempermuda proses penyampaia pesan.

3. Untuk lebih mendewasakan proses perpikir logis pada kalangan Nahdliyin khususnya kalangan pesantren, para pimpinan pesantren dan kianya sebaiknya lebih demokratis dalam mengembangkan komunikasi. Dalam tradisi komunikasi pesantren selama ini, kiai cenderung bermain sendiri. Ia menempatkan anak asuhnya (santri) sebagai posisi yang pasif ketika melakukan aktivitas komunikasi.
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DAFTAR LAMPIRAN

Tabulasi Hasil Perhitungan Pesan Komunikasi Politik Gus Dur

	
	B.Kemanusiaan
	B. Keadilan
	B.Kebudayaan
	B. Progresivitas

	Sering
	269.4
	282
	231
	275.4

	Jarang
	363
	352
	361.6
	361.6

	T.Pernah
	45.6
	47
	59.2
	44.4


Tabulasi Hasil Perhitungan Perilaku Kalangan Nahdliyin Samarindah

	Menentang
	3
	3

	Memaklumi
	23
	46

	Memaklumi dan Membela
	291
	873


Tabel

HASIL ANALISIS KORELASI
Model Summary
	Model
	R
	R Square
	SR
	SE

	1. B.Kemanusiaan
2. B. Keadilan
3. B.Kebudayaan

4. B. Progresivitas
	.5158

.4993

.4157

.2993
	0.2660

0.2493

0.1728

0.0895
	29,81

28,86

24,03

17,30
	23,18

22,44

18,68

13,46

	Jumlah
	
	0,7776
	100,00
	77,76


Tabel

Uji F

ANOVA (b)

	Model
	Sum of Square
	Df
	Mean Square
	F
	Sig

	1         Regression

           Residual

           Total
	692.767

3.269.368

692.800
	3

1

4
	230.922

3.269.368
	7064
	.0009 a


Tabel

Hasil Analisis Regresi dan Uji t

	Model
	Unstandardized

Coefficien
	Standardized

Coefficients
	t
	Sig

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1               (Constant)

              B. Kemanusiaan
              B. Keadilan
                B. Kebudayaan

                B. Progresivitas

	4.7214

.5158

.4993

.4157

.2993
	628.288

.873


	1.214


	6.0720

5.4990

5.1650

3.7911
	.156

.299




Instrumen Penelitian (informan)
Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mengungkap data tentang pesan komunikasi politik Gus Dur dalam gerakan demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kalangan Nahdliyin Samarinda. Untuk itu, kami mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jujur. Kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka segala jawaban yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi nama baik anda. Atas perhatian dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih.

A. Karakteirstik responden

1. Nama
:

2. umur
:

3. Jenis kelamin
:

4. Tingkat Pendidikan
:

5. Pekerjaan
:

6. Masa bergabung dengna nahdliyin samarinda, Bulan .................. Tahun .........

Berilah tanda cawang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan alternatif piloihan yang dianggap paling sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan.

B. Pesan politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

	No.
	Pertanyaan
	Sangat sering
	sering
	Jarang
	Tidak pernah

	1.
	Apakah anda pernah menonton informasi/ pesan tentang politik Gus Dur melalui media telivisi?
	
	
	
	

	2.
	Apakah Andapernah mendengar informasi/pesan politik Gus Dur melalui media Radio?
	
	
	
	

	3.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gus Dur melalui Surat kabar?
	
	
	
	

	4.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur melalui media majalah?
	
	
	
	

	5.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur melalui media buku-buku?
	
	
	
	


C. Pendapat informan kunci tentang pesan komunikasi politik Gus Dur.

1. Bagaimana penilaian anda tentang Gus Dur sebagai tokoh Demokrasi dengan mempertimbangkan pesan/informasi politik Gus Dur di media massa?

2. Bagaimana pendapat anda tentang Gus Dur sebagai tokoh politik yang sering membingungkan orang melalui pesan/informasi politik Gus Dur di media massa?

3. bagaimana pendapat Anda tentang Gus Dur adalah tokoh politik yang mempunyai pendirian selalu berubah melalui pesan/informasi politik Gus Dur di media massa?

4. bagaimana Anda menilai Gus Dur sebagai tokoh politik dalam gerakan demokrasi Indonesia?

5. Bagimana Anda menilai pesan/informasi Gus Dur yang berisi mengenai:

a. pesan kemanusiaan

b. Pesan keadilan dalam pluralitas Masyarakat.

c. Pesan kebudayaan dalam pluralitas masyarakat.

d. Pesan progresivitas pemikiran Ke-Islam-an.
Instrumen Penelitian

Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mengungkap data tentang pesan komunikasi politik Gus Dur dalam gerakan demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kalangan Nahdliyin Samarinda. Untuk itu, kami mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jujur. Kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka segala jawaban yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi nama baik anda. Atas perhatian dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih.

D. Karakteirstik responden

1. Nama
:

2. umur
:

3. Jenis kelamin
:

4. Tingkat Pendidikan
:

5. Pekerjaan
:

6. Masa bergabung dengna nahdliyin samarinda, Bulan .................. Tahun .........

Berilah tanda cawang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan alternatif piloihan yang dianggap paling sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan.

E. Pesan politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

	No.
	Pertanyaan
	Sangat sering
	sering
	Jarang
	Tidak pernah

	1.
	Apakah anda pernah menonton informasi/ pesan tentang politik Gus Dur melalui media telivisi?
	
	
	
	

	2.
	Apakah Andapernah mendengar informasi/pesan politik Gus Dur melalui media Radio?
	
	
	
	

	3.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gus Dur melalui Surat kabar?
	
	
	
	

	4.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur melalui media majalah?
	
	
	
	

	5.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur melalui media buku-buku?
	
	
	
	


C.  Pesan  politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengenai pesan kemanusiaan

	No.
	Pertanyaan
	Sangat sering
	sering
	Jarang
	Tidak pernah

	1.
	Apakah anda pernah menonton informasi/ pesan politik Gus Dur mengenai pesan kemanusiaan melalui media telivisi?
	
	
	
	

	2.
	Apakah Andapernah mendengar informasi/pesan politik Gus Dur mengenai pesan kemanusiaan melalui media Radio?
	
	
	
	

	3.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gus Dur mengenai pesan kemanusiaan melalui Surat kabar?
	
	
	
	

	4.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur mengenai pesan kemanusiaan melalui media majalah?
	
	
	
	

	5.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur mengenai pesan kemanusiaan melalui media buku-buku?
	
	
	
	


D. Pesan  politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Mengenai Pesan Keadlian dalam Pluralitas Masyarakat.

	No.
	Pertanyaan
	Sangat sering
	sering
	Jarang
	Tidak pernah

	1.
	Apakah anda pernah menonton informasi/ pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Keadlian dalam Pluralitas Masyarakat melalui media telivisi?
	
	
	
	

	2.
	Apakah Andapernah mendengar informasi/pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Keadlian dalam Pluralitas Masyarakat melalui media Radio?
	
	
	
	

	3.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Keadlian dalam Pluralitas Masyarakat melalui Surat kabar?
	
	
	
	

	4.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur Mengenai Pesan Keadlian dalam Pluralitas Masyarakat melalui media majalah?
	
	
	
	

	5.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur Mengenai Pesan Keadlian dalam Pluralitas Masyarakat melalui media buku-buku?
	
	
	
	


E. Pesan  politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Mengenai Pesan Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat

	No.
	Pertanyaan
	Sangat sering
	sering
	Jarang
	Tidak pernah

	1.
	Apakah anda pernah menonton informasi/ pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat melalui media telivisi?
	
	
	
	

	2.
	Apakah Andapernah mendengar informasi/pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat melalui media Radio?
	
	
	
	

	3.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat melalui Surat kabar?
	
	
	
	

	4.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur Mengenai Pesan Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat melalui media majalah?
	
	
	
	

	5.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur Mengenai Pesan Kebudayaan dalam Pluralitas Masyarakat melalui media buku-buku?
	
	
	
	


F. Pesan  politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Mengenai Pesan Progresivitas Pemikiran Ke-Islaman-an

	No.
	Pertanyaan
	Sangat sering
	sering
	Jarang
	Tidak pernah

	1.
	Apakah anda pernah menonton informasi/ pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Progresivitas Pemikiran Ke-Islaman-an melalui media telivisi?
	
	
	
	

	2.
	Apakah Andapernah mendengar informasi/pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Progresivitas Pemikiran Ke-Islaman-an melalui media Radio?
	
	
	
	

	3.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gus Dur Mengenai Pesan Progresivitas Pemikiran Ke-Islaman-an melalui Surat kabar?
	
	
	
	

	4.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur Mengenai Pesan Progresivitas Pemikiran Ke-Islaman-an melalui media majalah?
	
	
	
	

	5.
	Apakah anda pernah membaca informasi/pesan politik Gusdur Mengenai Pesan Progresivitas Pemikiran Ke-Islaman-an melalui media buku-buku?
	
	
	
	


G. Sikap kalangan Nahdliyin Samarinda

	No.
	Pertanyaan
	Sangat setuju
	setuju
	Kurang setuju
	Tidak setuju

	1.
	Anda menilai Gus Dur adalah tokoh demokrasi Indonesia setelah mendengar/membaca /menonton pesan /informasi politik Gus Dur di media massa?
	
	
	
	

	2.
	Anda menilai Gus Dur adalah tokoh politik yang sering membingungkan orang  setelah mendengar/membaca /menonton pesan /informasi politik Gus Dur di media massa?
	
	
	
	

	3.
	Anda menilai Gus Dur adalah tokoh politik yang mempunyai pendirian selalu berubah setelah mendengar/membaca /menonton pesan /informasi politik Gus Dur di media massa?
	
	
	
	

	4.
	Sebelum anda mendengar / membaca/menonton pesan /informasi politik Gus Dur di media massa, anda menilai Gus Dur adalah tokoh Demokrasi?
	
	
	
	


H. Perilaku kalangan Nahdliyin Samarinda

	No.
	Pertanyaan
	Sangat setuju
	setuju
	Kurang Setuju
	Tidak setuju

	1.
	Anda mendukung dan membela Gus Dur terhadap pendapat/penilaian orang/msyarakat yang sejalan dengan pesan/informasi politik Gus Dur di media massa
	
	
	
	

	2.
	Anda mendukung tetapi tidak membela Gus Dur terhadap pendapat/penilaian orang/masyarakat yang sejalan dengan pesan/informasi politik Gus Dur di media massa
	
	
	
	

	3.
	Sebelum Anda mendengar/ membaca/menonton pesan/informasi politik Gus Dur di media massa Anda sudah mwndukung atau membela Gus Dur terhadap pendapat/ penilaian orang/ masyarakat yang sejalan dengannya?
	
	
	
	

	4.
	Sebelum anda mendengar/ membaca/ menonton pesan/ informasi politik Gus Dur di media massa anda sudah mendukung atau membela bahwa Gus Dur adalah tokoh Demokrasi Indonesia?
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